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MOTTO

Dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa
Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:
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“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga
perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil
manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang
tuanya.”

(HR. Muslim)
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ABSTRAK

Secara administrasi perwakafan, perwakafan desa kluwut
dikelola oleh Nazir Desa Kluwut. Untuk mencapai tujuan
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir desa
Kluwut berkerjasama (bermitra) dengan Masjid Jami’ al-
Munawarah dengan menggunakan akad musyarakah sebagai
kerja samanya.

Metode Kualitatif dengan menggunakan penelitian studi
kasus lapangan (Case and Study) telah digunakan dalam
penelitian ini. Peneliti menggunakan metode wawancara,
dokumentasi dan telaah sumber hukum untuk menjawab dua
rumusan masalah penelitian. Metode wawancara yang dimaksud
yakni Percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan
untuk menggali dan mendapatkan informasi terkait dengan topic
rumusan dan tujuan penelitian ini. Kemudian metode
dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melihat
atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia seperti melihat
dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta
buku-buku peraturan yang ada.

Penelitian ini menemukan praktek pengelolaan wakaf di
desa Kluwut yang dilakukan oleh Nazir Desa Kluwut dibantu
oleh Pengurus Masid Jami’ al-Munawarah dilakukan secara
produktif dengan menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa)
dalam pengelolaan tanah wakaf pertaniannya.

Kata Kunci: Praktek Pengelolaan Wakaf, Wakaf Produktif,
Nazhir Desa Kluwut
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dan setelah datangnya islam, sebagian besar
masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan
paham yang dianut, yaitu paham Syafi’iyyah dan adat
kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960
tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah
Milik, masyakat Islam Indonesia masih menggunakan
kebiasa an-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan
melakukan perbuatan hukum perwakaafan tanah secara lisan
atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga
tertentu, kebiasan memandang wakaf sebagai amal shaleh
yang mempunyai nilai mulia dihadirat tuhan tanpa harus
melalui proses administratif, dan harta wakaf dianggap milik
allah semata yang siapa saja tidak akan berani menganggu
gugat tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat Indonesia tersebut sangat lugu
karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu
dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada
akhirnya nanti  bisa  menimbulkan  persengketaan-
persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu
menunjukan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah

! Ahmad Djunaidi dkk, Menuju Era Wakaf Produktif (Jakarta :
Mitra Abadi Press, 2006) 47.
1



diwakafkan. keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat
diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan
Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan, bukti
arkeologi, Candra Sengkala, piagam perwakafan, dan cerita
sejarah tertulis maupun lisan.

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada
penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam
Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan
Syafi’iyyah sebagimana mereka mengikuti madzhabnya,
seperti tentang: ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan,
kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan
kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.’

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah turut andil
mengatur tata cara perwakafan tersebut melalui peraturan-
peraturan yang disahkan dalam bentuk Undang-undang dan
Peratura Pemerintah sebagai pendukung undang-undang.
Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Undang-undang
Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum
Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Kluwut merupakan desa yang terletak di Kecamatan
Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Terletak di Jalan Pantura yang penduduknya bermata
pencaharian sebagai nelayan dan petani.*  Selain itu

? Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembangan Pengelolaan
Wakaf di Indonesia (Jakarta: 2006) 38.
® Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah
wakaf Produktif strategis di Indonesia, (Jakarta: 2008) 60
4 Wikipedia Bahasa Indonesia. “Kluwut Bulakamba Brebes.” 11
Maret 2020 : https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwut, Bulakamba, Brebes
2



https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwut,_Bulakamba,_Brebes

mayoritas penduduk Desa Kluwut memeluk agama Islam,
sehingga banyak kita temui disetiap sudut desa terdapat
tempat peribadatan sepeti Musholah dan Masjid. Terdapat 35
Musholah dan 4 Masjid. 4 Masjid tersebut diantaranya
terdapat 2 Masjid Jami’ yakni Masjid Jami’ al-Munawarah
dan Masjid Baitul Mu’minin. Kedua Masjid Jami’ tersebut
selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan sholat jum’at
juga di dalam kepengurusannya memegang peran penting
dalam perwakafan di Desa Kluwut®

Secara umum administrasi pengelolaan wakaf dikelola
oleh Nazhir Desa Kluwut, akan tetapi realita di masyarakat
wakaf dikelola secara mandiri oleh masing-masing Pengurus
Masjid / Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) maupun
Yayasan yang berada dilingkungan desa Kluwut. Seperti
Masjid Jami’ Baitul Mu’minin, Yayasan Fastabiqul Khairat
dan Yayasan Muslimat. Lain halnya dengan Masjid Jami’ al-
Munawwarah, Masjid ini justru bermitra kepada Nazhir Desa
Kluwut dalam pengelolaan wakaf.®

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik
memilih Nazhir Desa Kluwut yang berkerjasama(mitra)
dengan Masjid Jami’ al-Munawwarah sebagai sample objek
penelitian di Desa kluwut dalam praktek perwakafan karena
berbagai alasan. Diantaranya ingin mengetahui kerjasama

> Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nazir
Desa KLuwut

® Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nazir
Desa KLuwut

3



dan pengelolaan wakaf yang dilaksanakan antara kedua
belah pihak.

Selain itu, Studi ini bertujuan mengisi study gab
tentang Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah
pertanian yang dilakukan di Desa Kluwut Kecamatan
Bulakamba Kabupaten Brebes dengan cara mengenalisis
problem yang muncul dengan peraturan wakaf yang berlaku
dan memetakannya dalam aspek pengelolaan wakaf
pertanian melalui tinjauan pustaka. Penelitian ini didasarkan
pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
sebagai bahan hukum primer.

Ketika penulis mengkorelasikan  Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan fakta
fenomena yang terjadi di lapangan disitulah problematika
akademik muncul. Menurut pasal 40 “Harta benda wakaf
dilarang :

a. dijadikan jaminan;
disita;
dihibahkan;
dijual;
diwariskan;
ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”’
Sedangkan fenomena yang terjadi pada praktek pengelolaan

wakaf oleh Nazhir Desa Kluwut yang berkerjasama dengan

- 0o oo o

Masjid Jami’ al-Munawarah dalam pengelolaannya
menggunakan akad sewa (ijarah). Hal ini tidak sesuai

” pasal 40, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
4



dengan peraturan wakaf di atas yakni pada pasal 40 huruf (g)
bahwa harta benda wakaf dilarang dilihkan dalam bentuk
pengalihan hak lainnya.

Berpijak dari fenomena tersebut maka penulis merasa
tertarik meneliti lebih lanjut mengenai praktik perwakafan di
Desa Kluwut dengan judul “PRAKTEK PENGELOLAAN
WAKAF PRODUKTIF SAWAH PERTANIAN (Studi
Kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten
Brebes)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis menemukan beberapa
permasalahan untuk dikaji. Adapun rumusan masalah yang
dikaji dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa Dasar Hukum yang Digunakan oleh Nazhir Desa
Kluwut dalam Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif
Sawah Pertanian di Desa Kluwut Kecamatan
Bulakamba Kabupaten Brebes?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah Pertanian di
Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten
Brebes yang dilakukan oleh Nazhir Desa Kluwut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf
produktif sawah pertanian yang dilakukan di Desa
Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

5



b. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan
olen Nazhir Desa Kluwut dalam praktek
pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian di
Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten
Brebes.

c. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam
terhadap praktik pengelolaan wakaf produktif
sawah pertanian di Desa Kluwut Kecamatan
Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh
Nazhir Desa Kluwut.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini yakni menambah khasanah
keilmuan wakaf, khususnya tentang praktik pengelolaan

wakaf produktif sawah pertanian yang dilakukan di

Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca

umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk memperoleh
gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian
yang pernah dilakukan sebelumyaoleh para peneliti
terdahulu. Sehingga tidak menimbulkan pengulangan dan
plagiarism karya ilmiyah yang sudah ada sebelumnya. Dalam
hal ini tentang Praktek pengelolaan wakaf Produktif.
Bersarkan penelusuran penulis terdapat beberapa karya tulis
terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis
diantaranya:



Pertama, Jurnal Al-Ahkam Volume 26, nomor 1,
karya Ahmad Furqon berjudul “Pengelolaan Wakaf Tanah
Produktif : Studi Kasus Nadzir Badan Kesejahteraan Masjid
(BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota
Pekalongan”. Fokus penulis dalam jurnal penelitian ini yakni
untuk mengetahui strategi investasi dan Manajement pada
Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan
Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YKMP). Kesimpulan
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut yakni investasi
tanah wakaf yang dikelola oleh BKM Kota Semarang tidak
berproduktif sedangkan yang dilakukan oleh YMKP dalam
investasi dan pendistribusian berproduktif. Begitupun dari
segi Manajemen Organisasi BKM Kota Semarang di setiap
lini fungsinya tidak berjalan efektif. Sedangkan YMKP
dalam memanajemen organisasi telah berjalan cukup
efektif.?

Kedua, Laporan Penelitian, LP2M IAIN Walisongo,
Semarang. Karya Ahmad Furqon yang berjudul “Kompetensi
Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur; (Studi Kasus
Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)” Penelitian
tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai
konsepsi  kompetensi nazhir wakaf berbasis social
entrepreneur dan melihat kompetensi nazhir pada tataran
praksis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang
pertama ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh nadzir

# Ahmad Furqon, Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif , Studi
Kasus Nadzir Badan Kesejahteraan Masjid /BKM Kota Semarang dan
Yayasan Muslimin Kota Pekalongan) vol.26, no. 1, 2016.
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wakaf berbasis social enterpreneur, yaitu knowledge, skill,
dan attitude. Kemudian yang kedua tentang kompetensi
Nadzir Wakaf Bisnis Center Pekalongan. Berkaitan dengan
Kopentensi nadzir wakaf YMKP ditinjau dari kompetensi
social enterpreneur. Maka menghasilkan hal-hal berikut:
Kopentensi Knowledge, dalam hal ini masih banyak nadzir
kurang cakap dalam pengetahuan formal tentang
kewirausahaan dan juga sedikit yang mengetahui Peraturan
Undang-undang dan model pembiayaan, yang mereka
pahami model pembiayaan tradisional seperti penyewaan,
dan tukar guling. Namun disisi lain mereka mempunyai latar
belakang pekerjaan pada sektor kewirausahaan ini menjadi
kelebihan tersendiri pada nadzir YMKP terkait kompetensi
skill. Mengenai sikap yang baik atau biasa disebut attitude,
nadzir wakaf YMKP dalam mengembanhkan wakaf
produktif ~ mepunyai bekal sifat keuletan, kesabaran,
transparan, akuntable, serta ramah kepada pelanggan. Karena
merasa yayasan merupakan bagian dari mereka maka mereka
nerkerja dengan tulus mengabdi.’

Ketiga, Skripsi Lisna Zainul Ikho’il Ula tahun 2019
berjudul “Studi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Wakaf
Di Yayasan Walisongo Candi Semarang”. Dalam penelitian
tersebut penulis memfokuskan penelitianya pada Analisis
Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif pada
Yayasan Walisongo Candi di Semarang. Dari penelitian

% Ahmad Furgon, Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social
Entrepreneur; (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan),
Laporan penelitian LP2M IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.
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tersebut penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Yayasan
walisongo Candi Semarang sebagai nadzir sudah
melaksanakan tugasnya yakni dalam bentuk pengawasan dan
pengelolaan, sedangkan hasil dari wakaf tersebut belum
diketahui secara jelas peruntukannya karena bukan dari
pengurus yang menelola peruntukannya, melainkan
perwakilan dari unit pelaksana tugas yang mengcover hasil
wakaf tersebut. Juga secara yuridis Nadzir atau Yayasan
Walisongo belum sejalan dengan undang-undang dan belum
adanya pelaporan ke pihak BWI. Kedua, ada tiga aspek yang
berimplikasi pada hasil wakaf yang peruntukanya bermanfaat
bagi unit pelaksana tugas yakni : perlindungan hukum,
peningkatan harta benda wakaf dan penataan manajemen.*°
Keempat, Skripsi Umi Ghozilah tahun 2019 berjudul
“Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Umat Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lasem
Rembang”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk
mengetahui pengelolaan pengelolaan wakaf produktif untuk
pemberdayaan ekonomi umat di KSPPS Bina Ummat
Sejahtera. Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari
penelitian tersebut yakni KSPPS Bina Ummat Sejahtera
mempunyai beberapa peranan dalam pengelolaan wakaf
diantaranya: pertama memetakan potensi market sebagai
upaya perencanaan peruntukan wakaf. Kedua sebagai upaya
pengorganisasian, nadzir bertugas membuat struktur

10 1 isna Zainul Ikho’il Ula, Studi Pengelolaan Dan Pemanfaatan
Hasil Wakaf Di Yayasan Walisongo Candi Semarang, Skripsi UIN
Walisongo Semarang Tahun 2019.
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organisasi bersetra tugas dan wewenangnya. Ketiga
melaksanakan tiga mekanisme pengelolaan wakaf yakni
pemungutan dana wakaf, memproduktifkan harta wakaf, dan
menyalurkan harta wakaf. Yang terakhir hasil dari
pengelolaan wakaf produktif KSPPS Bina Ummat Sejahtera
Lasem digunakan untuk pemberdayaan dalam aspek
ekonomi, pendidikan, ibadah dan aspek kesejahteraan
masyarakat yang diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas
Syariah).™*

Kelima, Skrisi Nurhayatun Nufus Tahun 2012
berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi
Analisis Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Pasal
40)”. Penelitian tersebut berfokus pada perubahan status
harta benda wakaf dalam perspektif UU No.41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, Pasal 40 dan perspektif Ulama Mazhab
Figih. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian
tersebut yakni: pertam, perubahan status harta benda wakaf
berdasarkan pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
dilarang, baik untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan,
dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk
pengalihan hak lainnya. Kedua, Hal ini sesuai dengan
pendapat Mazhab Syafii dan Maliki yang melarang harta
benda wakaf dilarang dijual, ditukar, diganti dan
dipindahkan. Namun pendapat lain mengatakan harta benda
wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi sesuai

1 Umi Ghozilah, Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk

Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera
Lasem Rembang, Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.
10



peruntukannya maka diperbolehkan untuk menjual,
mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf
tersebut agar dapat berfungsi atau mendatangkan
kemaslahatan sesuai denga tujuan wakaf dan kepentingan
umum  khususnya kaum muslimin. Ketiga pengecualian
untuk pasal 40 huruf (f) Undang-undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, hanya dapat berlaku bilamana perubahan
status harta benda wakaf tersebut diperuntukan untuk
kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR) berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak bertentngan dengan prinsip syariah.
Perubahan status harta wakaf tersebut dapat berlaku dengan
adanya persyaratan yakni ganti rugi sekurang-kuranya sama
dengan nilai harta benda wakaf semula, dan mendapat
persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta izin
tertulis dari Menteri Agama.™?

Penelitian tentang “Praktek Pengelolaan Wakaf
Produktif Sawah Pertanian (Studi Kasus Desa Kluwut
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes) yang disusun
oleh penulis belum menemukan pembahsan yang serupa
terhadap penelitian terdahulu baik tentang objek penelitianya
maupun substansi tentang pengelolaan wakaf produktif
pertanian. Tetapi penulis melihat ada beberapa kesamaan
dan perbedaan topik pembahasan dari penelitian terdahulu
yakni:

12 Nurhayatun Nufus, Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi

Analisis Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Pasal 40, Skripsi
IAIN Walisongo Tahun 2012
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1. Penelitian terdahulu telah membahas “pengelolaan
wakaf produktif”’. Seperti penelitian Terdahulu yang
ditulis Ahmad Furgon(2014), Ahmad Furgon (2016),
Lizna Zainul Ikhi’il Ula (2019) dan Umi Ghozilah
(2019), namun sayangnya bagian akad pengelolaan
yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif
terlupakan dari studi terdahulu. Penelitian  ini
berusaha menutupi kekurangan studi terdahulu dengan
mengkaji Pengelolaan wakaf yang terjadi di Desa
Kluwut baik dari segi akad yang digunakan, dasar
hukum vyang digunakan dalam pengelolaanya dan
kemudian ditinajau dari aspek hukum islam yang
berlaku di Indonsia.

2. “Perubahan Status Harta Wakaf ” merupakan study
gab yang mendasari skripsi ini, topik ini telah
disinggung dalam  penelitian  terdahulu  oleh
Nurhayatun Nufus (2012). Dalam Skripsinya Beliau
membahas tentang analisis peraturan perundang-
undangan yang melarang dan pengecualian perubahan
status harta wakaf serta ulama-ulama figih yang
melarang dan memperbolehkannya. Hal yang menjadi
pembeda antara penelitian terdahulu dengan penulisan
skripsi ini yakni penelitian ini merupakan realita yang
terjadi di masyarakat, terdapat penyimpangan yang
tidak disadari oleh pengelola wakaf (nazhir) yakni
tentang perubahan status harta wakaf yang dilarang
oleh undang-undang wakaf. Penyimpangan tersebut
dapat dikecualikan seperti yang dibahas oleh

12



Nurhayatun Nufus(2012) yakni hanya pada Pasal 40
huruf (f), berbeda dengan penyimpangan yang terjadi
dimasyarakat sesuai observasi penulis yakni mengarah
pada Pasal 40 huruf (g).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi
ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif
yakni suatu penelitian yang memusatkan perhatianya
pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan
satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan
manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala
sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari
masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh
gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.*?

Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan
berdasarkan karakteristik masalah yakni menggunakan
penelitian studi kasus lapangan (Case and Study). Case
and Study adalah penelitian dengan Kkarakteristik
masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan
kondisi saat ini dari subjek yang diteliti secara
interaksinya dengan lingkungan. Tujuan dari studi kasus
adalah melakukan penyelidikan secara mendalam

3 Burhan Ashshofa, Metode penelitian hukum (Jakarta: PT Rineka
Cipta, cet-7, 2013) 20-21.
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mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran
lengkap mengenai subjek tertentu.**
2. Lokasi Pemelitian

Penelitian ini berada di Desa Kluwut Kecamatan

Bulakamba Kabupaten Brebes, tepatnya di Masjid Jami’

Al-Munawwarah, karena nazhir pengelolaan wakaf

Desa Kluwut berkerjasama (mitra) dengan pengurus

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami’ Al-

Munawarah.

3. Sumber data dan Bahan Hukum
a. Sumber Data
Menurut  sumbernya, data penelitian

digolongkan sebagai data primer dan data
sekunder. Data Primer, atau data tangan pertama
adalah data yang memperoleh langsung dari subjek
penelitian dengan mengenakan alat pengukuran,
atau alat pengambilan data langsuang pada subjek
sebagai sumber informasi yang dicari. Data
Sekunder atau data tangan kedua adalah data yang
diperoleh lewat fihak lain, tidak langsung diperoleh
oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data
Sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau
data laporang yang tersedia. '° Sumber data
tersebut yakni:

14 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, cet-1
2017) 88.
15 saifudin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, cet-1, 1998) 91
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b.

1) Sumber Data Primer, berasal dari subjek
penelitian yakni Wawancara kepada Ketua
Nadzir Wakaf Desa Kluwut Kec.
Bulakamba kab. Brebes; Ketua Takmir
Masjid Jami’ Al-Munawaroh dan Beberapa
anggota pengurus Nadzir Wakaf Desa
Kluwut yang berkaitan dengan penelitian
ini.
2) Sumber Data Sekunder, berupa dokumetasi
dan arsip-arsip resmi lainya.
Bahan Hukum
Untuk  menyelesaikan isu  mengenai
masalah hukum dan sekaligus memberikan
deskripsi mengenai apa yang seyogianya, penelititi
memerlukan  sumber-sumber penelitian  yang
disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer
maupun sekunder. Bahan hukum primer adalah
bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoratif)’®. Sedangkan bahan hukum sekunder
yang terutama adalah buku teks karena buku teks
berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum
dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang
mempunyai kualifikasi tinggi.'” Sumber hukum
yakni:

18 Zainudin Ali, Methode penelitian hukum (Jakarta: Sinar Grafika,

Cet-5, 2014) 47

17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarta: kencana,

Cet-2, 2005) 14

2
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1) Bahan Hukum Primer, Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun
2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder, vyaitu bahan
hukum vyang tidak memilki daya ikat
seperti fatwa dan ketentuan-ketentuan
dalam kitab fikih maupun buku penjelasan
dari s umber primer seperti : Fatwa Dewan
Syariah Nasional, buku penjelasan undang-
undang tentang perwakafan tanah, artikel-
artikel tentang pengelolaan tanah wakaf
dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier,  vyaitu kamus,
ensiklopedia dan literatur lainnya yang
mendukung penelitian.

4. Metode Pengambilan data
Teknik Pengambilan data dalam Penelitian ini adalah:
a. Metode Wawancara (interview)
Wawancara merupakan Percakapan antara dua
orang yang salah satunya bertujuan untuk
menggali dan mendapatkan informasi untuk
suatu ttujuan tertentu.'’® Metode wawancara

'8 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta:
Salemba Humanika,cet-3, 2012) 118
16



atau interview mencakup cara yang
dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan
suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan
keterangan atau pendiriansecara lisan dari
seorang responden, dengan bercakap-cakap
berhadapan mukan dengan orang itu. *°
b. Metode Dokumentasi
Yaitu Mengumpulkan data dengan melihat atau
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.
Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-
dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan
serta buku-buku peraturan yang ada.” Dalam hal
ini Peneliti akan menggali data-data dokumen yang
terkait dengan praktik wakaf produktif sawah
pertanian di Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab.
Brebes.
c. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian
terhadap sesuatu objek dengan menggunakan
seluruh alat indera. Observasi merupakan metode
pengumpulan data yang mengunakan pengamatan
terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan
secara langsung maupun tidak langsung. Observasi
sebagai alat pengumpul data ini banyak digunakan

19 Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian masyarakat ( PT
Garamedia Pustaka Utama, cet-14, 1997) 129
20 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta:
Teras, cet-1, 2011) 92-93
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untuk mengukur tingkah laku ataupun proses
terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik
dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi
buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat
dilakukan secaara langsung yaitu pengamat berada
langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak
langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak
pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang
diselidiki.
5. Metode Analisis data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan

metode analisis deskribtif. Tujuan penelitian deskriptif

adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

populasi atau daerah tertentu®

F. Sistematika Penulisan

Sistem Penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab,
Masing-masing bab terdiri atas suatu rangkaian pembahasan
saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga
membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang
utuh dan benar sesuai dengan prinsip penelitian ilmiah :

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini
menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari
pembahasan serta rumusan pokok masalahnya. Selanjutnya
terdapat tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah

2! sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian ( Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, Cet-22, 2011) 75
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pustaka dan metode penelitian yang meliputi: jenis dan
pendekatan penelitian; lokasi penelitian; sumber data dan
bahan hukum; metode pengambilan data; dan metode
analisis data serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kerangka teori tentang pengelolaan
wakaf produktif. Bab ini terbagi atas dua sub bab yakni
bagian pertama, berisi mengenai tinjauan umum tentang
wakaf yang terdiri atas pengertian wakaf, dasar hukum
wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf,
tujuan dan manfaat wakaf.

Bagian kedua, membahas tentang pengelolaan wakaf
produktif yang terbagi atas definidi wakaf produktif dan tata
cara pengelolaan wakaf produktif.

Bab ketiga adalah gambaran umum Desa Kluwut dan
praktek pengelolaan wakaf produktif. Yang terbagi atas
profil Desa Kluwut dan praktek pengelolaan wakaf produktif
di Desa Kluwut.

Bab keempat adalah analisis, analisis praktek
pengelolaam wakaf produktif sawah pertanian studi kasus
Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupten Brebes). Bab
ini memuat tentang pembahasan dan analisis dari data yang
dikaitkan dengan teori.

Bab V merupakan penutup yang diawali dari

kesimpulan yang diakhiri saran dari hasil penelitian ini
secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan dan saran
tersebut dapat memberikan pengertian secaara singkat, padat
dan jelas bagi para pembaca.

19



BAB Il
KERANGKA TEORI

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni akar
kata waqafa-yagifu-waqfan yang berarti menahan,
berhenti, berdiri atau diam ditempat. Kata wagafa ini
mempunyai makna yang sama dengan kata habasa-
yabhisu-tahbisan yang maknanya terhalang untuk
menggunakan.22 Maksud dari “menahan” diatas
menurut pandangan hukum Islam adalah adanya
keterkaitan dengan harta benda. Dikarenakan wakaf
ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan,
diwariskan dan semua hal yang tidak sesuai dengan
tujuan wakaf.?

Menurut istilah syara’, Muhammad Jawad
Mughniyah mengemukakan dalam Figih Lima
Mazhab bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang
pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan
(kepemilikan) asal (J=Y' o=a3), lalu menjadikan

2Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat wakaf ( Bekasi: Gramedia
Publisin, 2015) 7.
23 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press,

2005) 8.
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manfaatnya berlaku umum. Maksud dari J=¥) (st
yakni menahan barang yang diwakafkan tersebut agar
tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual,
dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan
sejenisnya. Sedangkan untuk manfaatkannya yakni
dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak
pemberi wakaf tanpa imbalan.

Dalam hukum Islam, wakaf merupakan suatu
penyerahan hak milik yang tahan lama (zatnya)
kepada seseorang atau nadzir (pengelola wakaf), baik
berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan
ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan
untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam.
Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan
manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh
pemilik yang asal mulanya diperbolehkan.
Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti
menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain
sebagainya.”

Kesimpulannya baik al-habsu maupun al-wagf
sama-sama mengandung makna al-imsyak (menahan),
al-man’u (mencegah atau melarang) dan at-tamakkust
(diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari
kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak

?* Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Ul Press, 1988,

cet 1, 80.

2> Abdul Halim, Loc. Cit
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sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga
karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi
siapapun selain dari orang-orang yang termasuk
berhak atas waktu tersebut.?

2. Dasar Hukum Wakaf
a. Dasar Hukum Wakaf dari Al-Qur’an

Di dalam al-Qur’an secara tegas tidak
menyebutkan dalil tentang wakaf, akan tetapi
ada beberapa ayat al-Qur’an yang memberi
petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai
sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat tersebut
ialah : %/

1) Qs. al-Hajj: 78

Allah.Swt Berfirman:

s RS 5 Bes 55 1 3 13eia5)

2 L 8 Bla 7 08 e R 3 2K Jaa

SR G G 8 (% Gl i 5h

Seoalgl 1385 Kl es J5L0)

| phaait ) 5 &30 14805 5 lall | aala S

) Sl s el i Bl il
(78 :222/z=0) € YA

?® Miftahul Huda, Op. Cit, 10
2" Farid Wadjdy, Wakaf Untuk kesejahteraan Umat ( Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007), 31
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78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan
jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih
kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran
untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek
moyangmu lbrahim. Dia  (Allah) telah
menamakan kamu orang-orang muslim sejak
dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini,
agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas
dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas
segenap manusia. Maka laksanakanlah salat;
tunaikanlah  zakat, dan berpegangteguhlah
kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-
baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Al-
Hajj/22:78)%

2) Qs. al-Bagarah: 267,
Allah.Swt berfirman:
S L il Ba 13l 13 G L)
425 V5 femo¥) Ga &1 WAL Lag
\“. ’°.3~ L")’\ ;}71 f\;;éi-j éioﬂj:j Daf‘:iiaie 3 ::’.3\
Yea o Wl G 13RIz ) €YY
(267 :2/5 54
267. Wahai orang-orang yang beriman!
Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu
memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata (enggan)

28Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI. QUR’AN KEMENAG IN MICROSOFT WORD.
Jakarta; Kementrian Agama RI, 2019. link download
https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan
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terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji. (AI-Baqarah/2:267)29

3) Qs. al-Imran: 92
Allah.Swt Berfirman:
RIS R JE2h A g § fw 9%
) 30855 Lo 5 () sam Lae 130855 i Sl 1515 (1)
\

(92 :3/0) e J)

92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan,
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang
kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan,

tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.
(Ali 'Imran/3:92)*°

b. Dasar Hukum Wakaf dari Hadits

Disamping ayat al-Qur’an diatas terdapat
pula beberapa hadits yang dijadikan rujukan
sebagai sumber hukum perwakafan dan
perspektif ulama tentang wakaf. Menurut
Djatmika seperti yang dikutip Imam Suhadi, ada

29Lajnelh Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Rl. QUR’AN KEMENAG IN MICROSOFT WORD.
Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. link download
https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan

%0 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama Rl. QUR’AN KEMENAG IN MICROSOFT
WORD. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. link download :
https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan
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6 (enam) hadits yang tidak berulang-ulang,
yaitu:

1) Menurut Hadits Riwayat Muslim:

Al U5l adl) 35 G et WAs
u—*‘u“—cﬂbu“—‘uﬁuﬁ‘u‘:)‘n‘

S Lyl e el duf;
L salig Aig e 0 e o
e LN JRCHON [ 1 g P g
W e e a5 L8 YL Gl
el cuan @ids ¢ 06 4 ol
N A - ae g (33t 1B gy Calaly
¥ Gosh ¥s $00 Ys el sl
s ) Jate Gy BN s )
O a5 e e ZUS Y cailally il
g laia aalad 5 Gy heally e G
djuzz By uts;j\ 1aa Gl Gl hass
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(plose

Yahya bin yahya at-Tamimi menceritakan
kepada kami, Sulaim bin  Akhdhar
menceritakan kepada kami, dari lbnu Aun,
dari Nafi’, dari Ibn Umar, ia berkata, “ Umar
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu
ia mendatangi Nabi SAW untuk meminta
saran mengenai tanah tersebut”. Umar
berkata, “ Ya Rasulullah sesungguhnya aku
memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Aku
sama sekali belum pernah memperoleh harta
yang lebih bernilai bagikudari pada tanah
Khaibar itu. Apa yang kau perintahakan
kepadaku?” Beliau bersabda, “ Jika kau
mau, kau bisa menahan pokoknya dan
mensedekahkannya” lbnu Umar berkata,
“Lalu Umar mensedekahkannya; bahwa
tanah itu tidak dijual pokoknya, tidak dibeli,
tidak diwariskan,dan tidak dihibahkan.”
Ibnu Umar berkata, “Umar
Mensedekakahkaan kepada orang-orang
fakir, sanak kerabat, dan para budak, serta
dijalan Allah, ibnu sabil dan para tamu.
Orang yang melewatinya tidak berdosa
untuk memakannya dengan cara yang baik,
atau memberi makan kepada teman, tanpa

*! Muslim Ibnu al-Hujjaj, Al-Shahth al-Muslim: Kitab al-
Washaya, Bab al-Waqgf ( Beirut-Libanon: Est.by Mohammad Ali
Baydoun, Dar Al-Kotob Al-lImiyah, Jus 3, 1971) 1255
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boleh menguasainya sebagai harta.” Ibnu
Umar berkata,” aku menceritakan hadits ini
kepada Muhammad. Ketika aku sampai pada
kalimat ini: “tanpa boleh dikuasai sebagai
harta”, Maka  Muhammad  berkata:
maksudnya tanpa mengoleksinya sebagai
harta benda.”(HR. Muslim)*

Menuurut Hadits Riwayat An-Nasaiy dan

At-Turmudziy dari Usman:

Lo s Bl a3 2 A of g G2
it a1 08 ey e ety cla
Opalsall 0¥ ma 05l Led Jand sy
R R R N N U PEN

e il g eludll ol gy,

Dari Utsman, bahwa Nabi saw. Pernah
datang ke Madinah, sedangkan di
Madinah ketika itu tidak ada air tawar
kecuali Sumur Rumah, lalu la bersabda
“Siapakah yang mau membeli sumur
rumah lalu ia memasukkan timbanya
kedalam sumur itu bersama timba-timba
kaum Muslimin lainya yang ysng dia akan
mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari
tulang punggung hartaku. (HR. Nasai dan

224
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4)

Turmudziy  mengatakan  hadits ini
Hasan).*®
Menurut Hadits Riwayat Ahmad dan

Bukhari dan Abi Hurairah:

selll Jloa bl Jgmay JB: JE3 08 A e

Ula i i (& Lo jutial (e sl agle

Al jpe B Algy 45305 dm G Lluial
Lﬁ)\;ﬂ\jmi D‘JJ' &_11_1“;:\.4\\:\9“ éj:.j

Dari Abi Hurairah : Bahwa Rasulullah
saw Bersabda, “Barang siapa menahan
kuda untuk sabilillah dengan iman dan
ihtisab (mengharapkan pahala) maka
tubuh kuda, tahinya dan kencingnya
menjadi timbangan kebaikannya. 34

Menurut Hadits Riwayat Abu Dawud dari

Ibnu Abbas :

A a dl Jguy a2 B L ol o
Dl Bel @@ ¢ ogall Gy adle
1 ol aile i e B 5 go il
el @i ¢ 4le dhaal L gacl
A i (A g elly s JB ¢ O elllea

3 Ibid, 33
** Ibid, 33-34
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Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah
saw. Berkehendak melakukan ibadah haji,
seorang istri berkata kepada suaminya,
hajikan saya bersama Rasulallah dan si
suami menjawab, aku tidak punya sesuatu
untuk menghajikan kamu. Si istri berkata,
hajikan saya dengan ontamu “si fulan”. Si
suami menjawab, itu adalah pertahanan
harta untuk jalan allah. la Suami datang
kepada Rasulullah saw. Rasulullah
bersabda, “ Adapun engkau jika kau
hajikan dia dengan untamu itu adalah
untuk sabilillah. ™

Menurut Hadits Riwayat Mutafaq’alaih

dari Anas

O - ) 355 1 JB aallll G« ol e
(O Les AR Rl 1518 ) 05k 4
d 33 Ll celan ) sel sl (5
Jstal lgnd ¢ bl xie Lo jad5 B D53 0)
ca ol Jle Gl : JE ¢ ) @l s A
G lebad ) Gyl ¢ e dy ¢ G
A Jstey G Jadl ; dall gl QUG8 ¢ o Y

* Ibid, 34-35
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Dari Anas, bahwa Abu Thalhah berkata,
wahai rasulullah, Allah berfirman lan
tanalul-birra hatta tunfigun mimma
tuhibbun, yang artinya tidak termasuk
orang baik sehingga membelanjakan
harta bendanya yang dicintainya, dan
hartaku yang paling kucintai ialah tanah
di Bairuha, dan sesungguhnya ia kami
jadikan sedekah yang aku harapkan
kebaikannya dan simpanan pahala di sisi
Allah, maka tolong letakkanlah vya
Rasulullah sekiranya diperlihatkan untuk
kau jadikan tanah itu pada keluarga.
"Abu Thalhah berkata, "Aku kerjakan ya
Rasulullah, "maka Abu  Thalhah
membagi-bagikannya kepada kerabat-
kerabatnya dan kepada anak-anak
pamannya.

Menurut Hadits Riiwayat Al-Bukhari dari
Anas

(Nailulauthar p. 30 Fathul-Bariy, V: pp.
298, 393) (Djatnika Rahmat 1990:40)
tentang kisah pembuata n (pembinaan)
masjid, bahwa Rasulullah saw bersabda:
"peri dinding-dindingmu!" Mereka

*® Ibid, 35
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menjawab, "Kami tidak minta harganya,

melainkan kepada Allah" azza wa jalla. ¥

Dari 6 (enam) hadist di atas, jumhur
Ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya
sunah. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi
mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah
(ja'iz) karena wakaf orang kafir pun hukumnya
sah. Namun demikian, mereka juga menetapkan
bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi
wajib, manakala wakaf itu menjadi objek Nazar
seseorang.

. Dasar Hukum Wakaf dari Para Ulama

Di kalangan ulama-ulama figih banyak
ditemui perbedaan mengenai pengertian wakaf.
Sebagai pendekat pemahaman, dirasa kita perlu
mengetahui masing-masing pendapat mereka.

1) Menurut Madzhab Hanafi

Wakaf dalam pandangan Abu
Hanifah adalah menahan suatu benda yang
ditinjau dari aspek hukum masih menjadi
hak milik wakif dan menyedekahkan

* Ibid , 36
*® Farid Wadjdy, Loc.cit
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hasil/manfaat dari benda tersebut kepada
orang lain. Berdasarkan definisi ini
tergambar bahwa kepemilikan dari harta
benda tersebut masih terkait dengan wakif.
Hal ini berarti wakif masih memiliki hak
untuk menarik harta mlikinya atau
menjualnya. Harta tersebut menjadi harta
warisan bila wakif meninggal dunia.
Dengan demikian yang diambil dari harta
wakaf hanyalah manfaatnya. Oleh karena
itu, madzhab hananfi mendefinisikan
wakaf sebagai kegiatan untuk tidak
mengubah suatu benda yang berstatus
tetap sebagai hak milik, tetapi menjadikan
manfaat dari benda tersebut untuk suatu
kebaikan (sosial), baik untuk saat ini
maupun masa yang akan datang.

Madzhab Hanafi memandang bahwa
wakaf seperti ini seperti halnya pinjam-
meminjam (ariyah), yang mana peminjam
merupakan pihak yang mengambil
manfaat atas benda yang dipinjamkan
tersebut. Menurut madzhab ini, wakaf
hanya memiliki kepastian hukum yang
terbatas dalam tiga bentuk, yakni : wakaf
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yang telah diputuskan oleh Hakim, wakaf
masjid, dan wakaf yang berkaitan dengan
kematian wakif atau yang disebut sebagai
wakaf wasiat.*

Menurut Madzhab Maliki

Wakaf dalam pandangan madzhab
Maliki diartikan dengan tetap menjaga
kepemilikan harta benda yang diwakafkan
dari pemiliknya atau wakif, yang mana
wakaf tersebut bertujuan untuk mencegah
seorang wakif dari upaya melepaskan
kepemilikaamya terhadap harta benda
tersebut kepada orang lain dalam waktu
atau masa tertentu. Dalam jangka waktu
tersebut, harta wakaf tidak dapat dijual
atau ditarik kembali, walau pun harta yang
diwakafkan berupa upah yang diterima
atau uang (wakaf uang). Hasil yang
diperolen dari harta wakaf dapat
disedekahkan untuk tujuan kebajikan,
sedangkan status kepemilikan benda
tersebut tetap menjadi milik wakif.

* Deli Maria, dkk, Akuntansi dan Managemen Wakaf (Jakarta: Salemba

Empat, 2019) him.14
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Madzhab ini  meyakini ketika
mengucapkan  lafadz ~ wakaf  harus
menyatakan pula jangka waktu wakaf
berdasarkan keinginan dari pemilik harta
dan tidak boleh disyaratkan sebagian
wakaf kekal atau selamanya. Pendapat ini
yang menjadi awal munculnya wakaf
dengan jangka tertentu ( mu’aqqot). Imam
Malik merujuk pada hadis Umar bin
Khattab ( yang diriwayatkan oleh ibn
Umar tetnang tanah di Khaibar) yang
sering digunakan sebagi rujukan wakaf
yang mana menurut pandangan madzhab
ini tidak ada indikasi yang menyatakan
bahwa  wakaf  berlangsung  untuk
selamanya.®

Menurut Madzhab Syafi’i

Wakaf adalah menahan harta yang
dapat dimanfatkan serta kekal bendanya
(tidak lenyap) dengan tidak melakukan
tindakan hukum terhadap benda tersebut,
disalurkan kepada  sesuatu  yang
diperbolehkan yang ada. Pengertian diatas

0 Ibid, 14-15

34



menunjukan bahwa wakaf beralih status
kepemilikan dari waqif kepada penerima
wakaf. Namun, Penerima wakaf tidak
diperkenankan melakukan tindakan hukum
terhadap harta benda wakaf tersebut seperti
menjual, menghibahkan, mewariskan atau
yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan
penerima wakaf terhadap harta wakaf
bukanlah pemilikan harta yang sempurna (al-
milk ghairu tan)**

4) Menurut Madzhab Hambali

Wakaf adalah menahan pokok
benda wakaf dan  menyedekahkan
hasilnya. Maksud dari pengertian wakaf
itu menunjukan bahwa dalam wakaf
terdapat dua unsur. yaitu unsur kekalnya
harta yang diwakafkan dan adanya
manfaat dari harta yang diwakafkan
tersebut. Pada dzsarnya pendapat imam
Ahmad bin Hambal dan Hanabilah dengan
Imam Syafi’i dan Imam Malik banyak
persamaan, seperti kedudukan wakaf, serta

* Athoillah, Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak
Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
( Bandung: YRAMA WIDYA, 2014) 27.
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wakaf yang mengunakan sighat ataupun
dengan perbuatan®’.

Berdasarkan  penjelasan  diatas,
Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa
para imam empat sepakat bahwa wakaf
adalah suatu tindakan hukum yang
disyari’atkan.  Akan tetapi  terdapat
perbedaan pendapat mengenai wakaf yang
dimaksudkan memberi manfaat kepada
orang tertentu. Perbedaaan pendapat
tersebut ditinajau dari segi kepemilikan
benda tersebut. Menurut Imam Abu
Hanifah dan Imam Malik bahwa harta
yang diwakafkan tetap menjadi milik
orang yang mewakafkan.  Sedangkan
Imam  Syafi“i, Abu Yusuf, dan
Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa
harta tersebut berpindah menjadi milik
Allah SWT. Lain halnya pendapat Imam
Ahmad bin Hambal, bahwa harta tersebut
menjadi  penerima  wakaf  sebagai
sedekah.®

d. Dasar Hukum Wakaf dari Undang-undang

Salah satu faktor penting yang ikut
mewarnai corak dan perkembangan wakaf diera

a2 Athoillah, Loc.cit
3 Athoillah, Loc.cit
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modern adalah negara ikut mengatur kebijakan
wakaf  melalui seperangkat hukum positif.
Dalam proses kebijakan tersebut, ditentukan
olen bagaimana penguasa melihat potensi
maupun organisasi wakaf, baik dalam krangka
kepentingannya , maupun kepentingan umat
islam pada umumnya.** Berikut ini definisi
wakaf menurut peratuaran perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, yakni :

1) Kompilasi Hukum Islam
Definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum
Islam disebutkan pada Buku 111 pasal 215 ayat
(1) yang berbunyi:
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang
atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya
dan melembagakannya untuk selama-lamanya
guna kepentingan ibadat atau kerpeluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” *

2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf yakni pada pasal 1 ayat (1)
menetapkan bahwa:

* Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif ( Jakarta: Rajawali Pers,

2015) 240

** |nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, KHI, Buku 11, Ketentuan Umum,
Pasal 1 ayat (1)
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“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.”*®
3) PP No. 42 Tahun 2006

” Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

syariah.”

4) PP No. 26 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda mililmya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waldu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

6 Departemen Agama RI, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) 3
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ibadah dan/atau  kesejahteraan  runum
menurut Syariah .’

3. Rukun dan Syarat Wakaf
a. Rukun Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum,
olen karena itu dalam pelaksanaannya harus
diperhatikan tentang rukun dan syaratnya. Jumhur
ulama menyatakan bahwa rukun perwakafan ada 4
(empat) yakni :

1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya);

2) Maugquf (harta yang diwakafkan);

3) Maugquf alaih (Tujuan wakaf / yang diserahi
untuk mengelola harta wakaf wakif); dan

4) Sighat (pernyataan wakif untuk mewakafkan
hartanya) .®

Selain rukun(unsur) wakaf di atas pada Pasal 6
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf menambahkan beberapa unsur, sehingga
terdapat lima unsur-unsur(rukun) wakaf, yakni:

1) Wakif
2) Nazhir

* peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Tentaiig Pelaiganaan Undai.lg-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, Pasal 1 Ayat (1)
*® Faishal haq, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,
2017) 6.
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3) Harta benda wakaf
4) Peruntukan harta benda wakaf
5) Jangka waktu wakaf

b. Syarat Sah Rukun

1) Wakif (Orang yang berwakar)

Agar unsur legalitas dapat terenuhi
dalam perwakafan, wakif harus
mempunyai kecakapan melakukan
tindakan hukum. Menurut Arief Budiman
kecakapan adalah suatu kondisi dimana
seseorag terbebas dari halangan untuk
melakukan tindakan hukum.**  Seorang
untuk dikatakan cakap hukum tentu harus
memenuhi persyaratan, yakni:

a) Berakal
Mayoritas ulama sependapat
agar wakaf dipandang sah, maka
waqif harus  berakal ketika
melaksanakan wakaf. Karena itu
wakaf tidak sah jika dilakukan oleh
oramg gila, idiot, pikun dan pinsan.

Karena dia kehilangan akal atau tidak

berakal, tidak dapat membedakan

segala sesuatu dan tidak dapat
mempertanggungkan segala
perbuatan. Namun, dalam kasus orang

* Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf (Semarang, CV Karya Abadi

Jaya,2015)26.
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b)

mabuk para ulama berbeda pendapat.
Menurut  Hanabilah, = Malikiyah,
Ja’fariyah dan Zahiriyah wakaf yang
dilakukan oleh orang mabuk dianggap
tidak sah karena ia sama keadaaannya
dengan orang gila. Akan tetapi
Hanafiyah dan Syafi’iyah
menganggap wakaf wakaf orang
mabuk tetap sah jikalau mabuknya
karena terpaksa, sedangkan hal itu
tidak dikehendaki atau berada diluar
kemampuannya. Hal ini berbeda
dengan mabuk karena maksiat, maka
wakafnya tidak sah. *°
Baligh

Orang yang berwakaf haruslah
orang yang dewasa atau cukup umur
(baligh).”'Baligh adalah isim fail dari
bulugh. Bulugh berarti sampai.
Menurut istilah adalah habisnya masa
kecil dan sampainya seseorang pada
batas dimana ia dikenai taklif (al-
Mawsu’ah al-Fighiyah). Taklif artinya
terkena beban untuk menjalankan
perintah dan menjauhi larangan
Agama. Rasulullah SAW bersabda:

*% Rozalinda, Op.Cit, 23.
1 Rozalinda, Loc.cit

41



3¢ G S il e A3 e QlAl )
pling ia guall (e 5 iy a2l e
“Pena (hukum) diangkat dari tiga
golongan; orang tidur hingga bangun,
anak-anak hingga mimpi (baligh) dan
orang gila hingga sadar” (al-Bayhaqi
dalam ma’rifatus sunan) Maksud dari
diangkatnya pena dari  ketiga
golongan tersebut adalah tidak adanya
tuntutan karena meninggalkan
perintah atau melakukan larangan
Agama.*?

Dalam  hukum Islam baligh
merupakan istilah yang menunjukkan
seseorang telah mencapai kedewasaan.
Baligh berasal dari bahasa arab yang
memiliki arti “sampai” maksudnya telah
sampainya usia seseorang pada tahap
kedewasaan®®

Oleh karena itu wakaf yang
dilakukan oleh anak-anak yang belum
baligh dianggap tidak sah karena dia
belim mumayyis. Dalam hal ini tidak
terdapat perselisihan pendapat dikalangan
para fugaha terhadap anak kecil yang

*2 Rahman Fauzi. Anakku, Kuantar Kau ke Surga “Panduan Mendidik
Anak di Usia Baligh, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 43.
>3 Ningrum Puji Lestari, Hukum Islam, (Bandung: Logos Wacana limu,

2005), him. 25
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diizinkan oleh orang tuanya untuk jual
beli atau tidak.>*
Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas,
memiliki kemampuan, dan kecakapan
melakukan tindakan. Karena itu, orang
yang berada dibawah pengampuan
(mahjur). Mislnya karena safih, taflis
ataupun pemboros menurut fugaha tidak
sah melakukan wakaf. Sebab tidak sah
melakukan akad fabarru’, kecuali
dilakukan dengan kecerdasan atas dasar
kesadaran dan keinginan sendiri.>®
Atas Kemampuan sendiri

Atas kemauan sendiri maksudnya
wakaf yang dilaksanakan atas dasar
keinginan sendiri, bukan atas tekanan dan
paksaan dari pihak lain. Para ulama
sepakat, walkaf dari orang yang terpaksa
tidak sah hukumnya.®
Wagif adalah Merdeka dan pemilik harta
wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan
oleh seorang budak karena pada dasarnya
dia tidak memiliki harta. Begitupun jika
mewakafkan harta orang lain dan harta
hasil mencuri maka wakaf tersebut tidak

> Rozalinda, Op.cit, 23.
> Ibid, 223-24.
*% Ibid, 24.
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sah, oleh karena, itu wakif adalah pemilik
penuh dari harta yang diwakafkan. ¥

2) Maugquf lah (Benda yang diwakafkan);

Setelah seorang sudah dianggap cakap hukum

sebagai wakif, selanjutnya mengenai harta

benda yang ingin diwakafkan mempunyai

syarat sebagai berikut :

a) Harta yang harus diwakafkan harus
mutagawwim
Harta mutagawwim adalah harta yang
dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut
ketentuan syari’at dalam situasi apapun.
Contonya Umar bin Khattab mewakafkan
tanahnya yang berada di Khaibar untuk
kepentingan islam. Sebaliknya
mewakafkan benda yang tidak dihalalkan
menurut syariat tidak diperbolehkan,
misalnya mewakafkan peralatan
perjudian.®®

b) Harta yang diwakafkan harus jelas
wujudnya
Yakni benda wakaf tersebut diketahui
dengan jelas keberadaan, batasan, dan
tempatnya, seperti mewakafkan 1000
meter tanah yang berbatasan dengan tuan
A. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan
sesuatu yang tidak jelas, misalnya yang
dikatakan  seseorang  “saya  akan

> \bid, 24.
8 Achmad Arief Budiman, op,cit, 27.
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mewakatkan tanah saya di kota P”
sementara itu tidak menjelaskan posisi
yang pasti dan batas-batas tanah
tersebut.>® Syarat ini bertujuan memberi
perlindungan hukum bagi eksistensi
perwakafan. Bila ditelaah lebih lanjut,
syarat ini dimaksutkan untuk
menghindari munculnya persengketaan
disebabkan ketidakjelasan benda wakaf
yang mungkin terjadi setelah benda
diwakafkan®

Harta wakaf adalah milik mutlak wakif
Ulama bersepakat benda wakaf
disyaratkan ssebagai mutlak dari si wakif.
Persyaratan ini logis sebab seseorang
yang melakukan amal tabarruy’ suatu
benda yang bukan miliknya tidak
dibenarkan. persyaratan  kepemilikan
mutlak dimaksudkan agar dalam proses
pengelolaan wakaf tidak menimbulkan
permasalahan hukum dikemudian hari.
Peraturan hukum mendefinitifkan
keharusan benda wakaf sebagai milik
wakif. Hal ini diatur sebagaimana dalam
KHI Pasal 215 ayat (1) jo Nomor 41
Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang

menyatakan :
“wakaf adalah perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau

9 Rozalinda, op.cit, 26.

0 Achmad Arief Budiman, op.cit, 27.
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d)

a)

menyerahkan sebagian harta benda
miliknya....”

Definisi perwakafan tersebut secara
eksplisit menunjukan benda wakaf
disyaratkan  sebagai milik  mutlak
Wakif.*

Benda wakaf harus bersifat kekal

Ulama berbeda pendapat mengenai
keharusan benda wakaf bersifat kekal.
Jumhur ulama berpendapat benda wakaf
harus kekal zatnya. Sedangkan ulama’
Hanafiyah menentukan syarat benda yang
diwakafkan substansinya harus kekal.
Syarat itu dimaksudkan agar pemanfaatan
brnda wakaf dapat dilakukan terus
menerus.®

3) Maugquf alaih (Sasaran atau tujuan wakaf)
Ketika membahas tentang Mauquf alaih yang
menjadi fokus para ulama adalah wakaf itu
ditujukan sebagai tagarrub illa Allah. Secara
umum Mauquf alaih mempunyai syarat
sebagai berikut:

Pihak yang diberi wakaf adalah pihak
yang berorientasi pada kebaikan dan tidak
bertujuan untuk maksiat. Wakaf bisa
dipandang sebagai aspek tagarrub
menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi
ketentuan syariah dan ketentuan wagif.

! Ibid., 28.

%2 Achmad Arief Budiman, Loc.Cit
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Kedua aspek ini menimbulkan berbagai

kondisi.®®

i.  Wakaf seorang Muslim atau non-
Muslim  sah  hukumnya jika
disumbangkan untuk rumah sakit,
sekolah, kaum fakir dari agama, atau
suku apapun.

ii. Tidak sah wakaf Seorang Muslim
atau non-Muslim vyang ditujukan
kepada tindakan munkar dan haram
yang ditentang oleh agama, seperti
perjudian dan tempat hiburan.

iii. Wakaf untuk masjid dan sejenisnya
sah hukumnya jika berasal dari
orang muslim. Namun, wakaf dari
non-muslim  tidak sah karena
mengeluarkan dana untuk masjid
adalah perbuatan sedekah yang
dikhususkan bagi muslim saja.

iv. Wakaf yang berasal dari Muslim
maupun non-non muslim tidak sah
hukumnya jika ditujukan untuk
pembangunan gereja dan berbagai
kegiatan keagamaan dilua islam.
Untuk itu, bentuk sedekah ini
ditujukan pada misi-misi kebaikan
dalam bentuk sedekah jariyah®.

b) Sasaran wakaf atau mauquf alaih
mengarah pada kegiatan yang Dbersifat

63 Rozalinda, Op.cit., 29
64RozaIinda, Loc.Cit.
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c)

kebaikan dan dilakukan secara terus
menerus (kontinyu). Maksudnya, pihak
penerima wakaf tidak terputus dalam
mengelola harta wakaf. Wakaf diberikan
kepada kaum muslimin atau kelompok
tertentu sesuai kebiasaan tidak mungkin
mengalami keterputusan dalam
pemanfaatan harta wakaf.®

Peruntukan wakaf tidak dikembalikan
kepada wakif. Hal ini dapat diartikan,
wagqif tidak dapat mewakafkan hartanya
untuk dirinya. Orang yang berhak untuk
memiliki yakni pihak yang menerima
wakaf. Para ulama sepakat, bahwa wakaf
harus diserahkan kepada pihak yang
berhak memiliki harta wakaf®

4) Sighat ( Pernyataan atau Ikrar Wakaf).

Sighat atau ikrar adalah pernyataaan

penyerahaan harta benda wakaf oleh wakif.
Adapun makna ikrar sendiri dijelaskan
dalam KHI pasal 215 ayat (3) yang berbunyi
“lkrar adalah pernyataan kehendak dari wakif
untuk mewakafkan benda miliknya”.%® Adapun
pernyataan lafal ikrar dari Waqif mempunyai
syarat sebagai berikut:

% Ibid., 29-30.
% Ibid., 30.

% Miftahul Huda, op.cit., 57.
%% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (3)
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a)

b)

Pernyataan bersifat 7a 'bid (Untuk selama-
lamanya). Demikian pendapat dari
jumhur fugaha diantaranya Abu Hanifah,
Syafi’iyah dan Ahmad. Menurut pendapat
ini tidak sah wakaf memakai waktu
tertentu (muagat). Namun, para ulama
berbeda pendapat tentang wakaf yang
diringi dengan syarat waktu tertentu.
Ulama Malikiyah berpendapat,
membolehkan wakaf dengan waktu
tertentu dan berakhir dengan batas waktu
sehingga harta wakaf Kembali ke
pemiliknya. Kendati demikian, Malikiyah
Sedungguhnya ta’bid merupakan prinsib
dasar dari sighat wakaf.

Masalah dalam waktu jangka waktu
dalam ikrar wakaf disebutka dalam Pasal
21 Ayat (2) huruf (e) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ,
bahwa ikrar wakaf harus memuat jangka
waktu wakaf. Namun, undang-undang
dan peraturan pelaksana tidak
mengklasifikasikan tentang mu'abad dan
mu’aqgat >

Pernyataan bersifat Tanjis. Artinya lafal
wakaf itu jelas menunjukan terjadinya
wakaf dan memunculkan akibat hukum
wakaf. Jumhur fukaha menyatakan,
bahwa sighat tanjis menjadi syarat
sahnya wakaf, karena wakaf bermakna

6 Rozalinda, op.cit., 30-31
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pemilikan, sedangkan akad pemilikan
tidak sah kecuali dengan sighat tanjis. Ini
berarti  pernyataan = wakaf tidak
disandarkan dimasa yang akan datang,
tetapi harus menunjukan terjadinya wakaf
untuk keadaan sekarang, misalnya,
seorang berkata “Saya akan mewakafkan
tanah saya tiga bulan mendatang”.
Dalam hal ini menurut Abu Hanifah,
sesungguhnya pernyataaan wakaf apabila
disandarkan pada masa setelah kematian
maka wakafnya itu batal. Karena itu
dianggap wasiat dengan wakaf. Namun
Ulama Malikiyah, memyatakan wakaf
boleh saja dikaitkan dengan syarat.
Seperti ungkapan seseorang “ Jika kamu
berhasil mengambil rumahku yang
dikuasai oleh si Fulan, maka rumah itu
akan aku wakafkan kepadamu.”
Pernyataaan wakaf bersifat tegas (jazim)
ataupun ilzam. Fukaha dikalangan
Hanafiyah, seperti Muhammad Ibn Hasan
dari golongan Hanafiyah, golongan
Hanabilah, dan syafiiyah berpendapat
wakaf harus dilakukan dengan pernyataan
yang tegas dan jelas. Shighat wakaf
bersifat jazim diistilahkan menurut
jumhur ulama dengan ilzam.”

0 Ibid., 31.
% Ibid.,32.
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d) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan
syarat batal, yakni syrat yang meniadakan
makna wakaf atau bertentangan dengan
tabiat wakaf. Misalnya, ungkapan “Saya
wakafkan tanah ini dengan syarat tanah
ini tetap milik saya”. Maka wakaf itu
batal.”

e) Menyebutkan mauquf ‘alaih secara jelas.
Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat
diketahui Syafi’i dan Hanafiyah Selain
Abu Yusuf. Namun, ulama Hanabilah,
Malikiyah dan Abu Yusuf tidak
mewajibkan menyebutkan mauquf’alaih
dalam pernyataan wakaf. "

f) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan
lafzh sharih. Pernyataan atau ikrar wakaf
adalah tindakan hukum yang bersifat
deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini
tidak  disyarakan adanya  gabul
(pernyataan penerimaan wakaf) sehingga
akad ini tidak akan batal bila ada
penolakan. Hal ini berbeza dengan akad
hibah dan wasiat yang menghendaki
adanya gabul.

Demi tertib hukum dan administrasi, dan
mengindari penyalahgunaan benda wakaf,
pemerintah mengeluarkan peraturan, bahwa
ikrar wakaf yang diucapkan wakif kepada

72Rozalinda, Loc.cit.
7 Ibid.,33.
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nazhir dilakukan dihadapan PPAIW (Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf)dengan disaksikan
oleh dua orang saksi. Kemudian, dinyatakan
secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan
dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.™

5) Nazhir
Dalam rangka menjebatani sampainya

tujuan wakaf dari wagqif (pihak yang berwakaf)
kepada mauquf ‘alaih (pihak penerima
wakaf) maka dibutuhkan kehadiran
pengelola wakaf, yang dalam hal ini
dikenal dalam sebutan nazhir. Nazhir
adalah komponen  penting  yang
menentukan perkembangan atau
pengkerdilan eksistensi wakaf. Karena
peran penting tersebut nazhir seringkali
tetuduh  menjadi sebab kemandegan
wakaf. Kencaman atas ketidak
manpuannya nazhir diantaranya dapat
dilihat dari tata kelola yang tidak
profesional dan juga minimnya upaya
mengembangkan wakaf produktif.”

74 Rozalinda, Op.cit., 53.
73 Agus Hermanto, Rohmi Yuhani’ah, Pengelolaan Shadaqah, Zakat,
dan Wakaf (Malang: Literasi Nusantara, 2021) 93.
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Istilah nazhir berasal dari bahasa
arab (13— Lk - ki) yang mempunyai
arti menjaga, memelihara, mengelola dan
mengawasi. Sedangkan kb (nazhir)
merupakan Jel ol dari kata & yang
artinya pengawas dan penaga. Nazhir
wakaf dapat diartikan dengan orang yang
diberi tanggung jawab untuk mengelola
wakaf.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004
Pasal 9, jenis-jenis nazhir wakaf wakaf
dapat mencakup perorangan, organisasi,
dan badan hukum. Ditetapkannya nazhir
Organisasi dan Badan Hukum dalam
peraturan perundang-undagan menunjukan
bahwa sosok nazhir dalam hukum di
Indonesia  diperluas  bentuknya dari
ketentuan yang ada dalam figih yang
hanya membatasi pada nazhir bentuk
orang saja. '°

Untuk  melaksanakan  tugasnya
sebagi pengelola harta wakaf dengan baik
dan profesional, nazhir harusya orang-
orang Yyang memenuhi Kriteria dan

% A Arief Budiman, Op.cit., 40-41.
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persyaratan nazhir baik secara fikih
maupun peraturan preundang-undangan.
Adapun syarat nazhir adalah:

a)

b)

c)

Adil dalam artian  melaksanakan
perintah agamam dan  menjauhi
laranganaya. Ini merupakan persyaratan
yang diajukan ulama selain hanabilah.
Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan
personality,yaitu baligh dan berakal
serta kemampuan untuk memelihara
dan mengelola wakaf. Namun, para
ulama tidak mensyarakan laki-laki
laki-laki terhadap nazhir wakaf
karena Umar bin Khattab pernah
berwasiat kepada Hafsah untuk
memelihara harta wakafnya.

Islam, dikalangan Hanafiyah tidak
mensyaratkan islam bagi nazhir.
Menurut Hanafiyah Islam tidak
menadikan sarat sahnya perwaliaan
dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh
saja Nadzir diberikan kepada orang
non-muslim. Begitu juga penerima
wakaf bolehsaja muslim dan non-
muslim.  Menurut  ulama ini,
pemberian hak pengelolaan wakaf
dimaksudkan untuk menjaga harta
wakaf, mengelola dan
mendistribusikannya kepada yang
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berhak menerimanya. Untuk itu
dibutuhkan orang yang jujur dan
dapat dipercaya sekaligus mampu
mengelolawakaf  baik dilakukan
sendiri maupun bersama wakilnya.
Kriteria jujur dan amanah itu dapat
dimiliki oleh semua orang baik
muslim maupun non-muslim.”’

Persyaratan nazhir secara fikih
merupakan dasar bagi pemikiran undang-
undang wakaf kontemporer. Nazhir
diposisikan pada tempat yang sangat
penting bagi penegembangan wakaf.
Inovasi pengembangan wakaf juga sangat
tergantung kreatifitas nazhir. Karean itu
undang-undang memberiakan  kriteria
yang lebih ketat untuk nazhir. Dia bukan
hanya sekedar tokoh massyarakat , sespuh
desa, kiayi, atau ulama melainkan juga
harus berkmampuan manajerial.”

Dalam pasal 9 Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
dijelaskan  bahwa  nazhir  meliputi

7 Gandhi Liyorba Indra, Manajemen Wakaf Produktif dalam
Perekonomian Modern ( Malang: Literasi Nusantara, 2021) 4.
78 . .

Rozalinda, op.cit, 42.
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Perseorangan, Organisasi dan Badan
Hukum, kemudaian untuk syarat dan
ketentuannya dijelaskan pada Pasal 10
yakni:

a) Nazhir Perseorangan, untuk menjadi
Nazhir harus mempunyai kriteria yakni
: warga negara Indonesia, beragama
Islam, dewasa, amanah, mampu secara
jasmani dan rohani, dan tidak terhalang
melakukan perbuatan hukum.

b) Nazhir Organisasi, hanya dapat menjadi
Nazhir apabila memenuhi persyaratan
yakni:  pengurus organisasi yang
bersangkutan memenuhi persyaratan
seperti syarat nazhir perseorangan dan
organisasi tersebut bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan,
dan/atau keagamaan Islam.

¢) Badan Hukum, Untuk menjadi Nazhir
harus memenuhi persyaratan yakni:
pengurus badan hukum  yang
bersangkutan memenuhi persyaratan
seperti nazhir perseorangan, badan
hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang.undangan
yang berlaku, dan badan hukum yang
bersangkutan bergerak di bidang sosial,
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pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam.”

Selain itu nazhir juga harus
didaftarkan dan mendapat pengesahan di
Kantor Urusan Agama kecamatan
setempat. Bila syarat-syarat tersebut tidak
dipenuhi wakif bisa menunjuk orang lain
yang mempunyai hubungan kekerabatan
dengannya agar terjalin keserasian dengan
prinsip hak pengawasan. Bila orang yang
mempunyai hubungan dengan wakif tidak
adam maka diperbolehkan menunjuk
orang lain.

Dalam Pasal 11 Undang-undang
No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas
seorang nazhir meliputi :

a) Melakukan pengadministrasian harta
benda wakaf

b) Mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

c) Mengawasi dan melindungi harta
benda wakaf.

”® UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF, Pasal 10
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d) Melaporkan  pelaksanaan  tugas
kepada Badan Wakaf Indonesia
(BWI).2

Nazhir bisa diberhentikan dan
diganti dengan nazhir lain bila yang
bersangkutan:

a) Meniggal dunia bagi nazhir
perseorangan.

b) Bubar atau dibubarkan sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku untuk nazhir
organisasi badan hukum.

c) Atas permintaan sendiri

d) Tidak  melaksanakan  tugasnya
dengan baik dan/atau melanggar
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

e) Tidak  melaksanakan  tugasnya
dengan baik dan/atau melanggar
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.®*

c. Syarat dan ketentuan wakaf
Ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai
wakaf agar wakaf tersebut bisa dikatakan sah atau

8 Aden Rosadi, Op.cit., him 123
& Aden Rosadi, Zakat dan Wakaf: konsepsi,regulasi dan Implementasi
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019) him. 124
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terjadi perwakafan. Berikut adalah syarat-syarat
wakaf antara lain:

1)

2)

3)

4)

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu
sebab perbuatan wakaf berlaku untuk
selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun
untuk jangkawaktu 10 tahun, misalnya, wakaf
tersebut dinyatakan gagal.

Tujuan harus jelas, misalnya mewakafkan
sebidang tanah untuk masjid, mushala,
pesantren,perkuburan(makam) dan
sebagainya. Bila seseorang mewakafkan
sesuatu kepada lembaga hukum atau
orhanisasi tanpa menyebut tujuannya, hal itu
dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf
tersebut menjadi wewenang lembaga hukum
atau organisasi yang menerima harta wakaf
tersebut.

Wakaf harus segera dilaksanakan setelah
dinyatakan oleh orang yang mewakafkan,
tanpa diantungkan pada peristiwa yang akan
terjadi pada massa yang akan datang sebab
pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak
milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf
digantungkan  dengan  kematian,  yang
mewakafkan bertalian denga wasiat, bukan
bbertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan
seperti ini, berlakulah ketentuan yang bertalian
dengan wasiat.

Wakaf merupakan perkara yang wajib
dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar atau
membatalkan atau melangsungkan wakaf yang
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telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf
berlaku seketika dan untuk selamanya. %

Menurut Ahmad Basyir, berdasarkan hadits

dari Umar ra. yang berisi tentang wakaf, diperoleh
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Harta wakaf harus tetap, artinya harta wakaf
tidak dapat dipindahkan kepada orang lain,
baik diperjualbelikan, dihibahkan,maupun
diwariskan.

Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang
yang mewakafkannya.

Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan
termasuk perbuatan baik menurut anjaran
Islam.

Harta wakaf dapat dikuasakan kepada
pengawas yang memiliki hak ikut serta
dalam harta wakaf, sekedar perlu dan tidak
berlebihan.

Harta wakaf dapat berupa tanah, dan
sebagainya, yang tahan lama serta tidak
musnah sekali digunakan.

4. Objek Wakaf
Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak

atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang
tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran
Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang

8 Ibid, him. 126-127.
8 Ibid, him. 127
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bebas segala bebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan

dikuasai oleh wakif secara sah.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun

2004 tentang Wakaf, objek yang bisa diwakafkan,
antara lain:

a.

Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis
karena dikonsumsi), seperti uang, logam
mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan
intelek tual, dan hak sewa.

Benda tidak bergerak, seperti tanah,
bangunan, atau bagian bangunanyang berdiri
di atas tanah, tanaman, dan rumah.

5. Macam-macam Wakaf

Berdasarkan  peruntukannya, Sayyid Sabiq

membedakan wakaf dalam dua jenis, yaitu wakaf ahli
(dzurri) dan wakaf khairi. Berikut penjelasannya:

a.

Wakaf ahli atau dzurry, adalah wakaf yang
diperuntukan bagi anak, cucu atau kaum
kerabat, atau para fakir miskin. Peruntukan
wakaf ini diserahkan kepada perorangan.®
Wakaf ahli atau wakaf dzurri kadang-kadang
juga disebut waqgaf alal aulad, yaitu wakaf
diperuntukkan  untuk  kepentingan  dan
jaminan sosial dalam lingkungan keluarga

8 Ibid, him 131

& A Arief Budiman, Op.cit., him. 91.
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(family) atau lingkungan kerabat sendiri.
Wakaf untuk keluarga sendiri secara hukum
Islam dibenarkan jika merujuk pada hadits
yang dikaitkan dengan wakaf Abu Thalhah
kepada kaum kerabatnya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia
berkata, “Abu Thalhah adalah orang dari
golongan Anshar yang memiliki kebun kurma
yang paling banyak di Madinah, kebun kurma
yang paling ia sukai adalah kebun Biruiha.
Kebun itu berada didepan Masjid Nabawi.
Rasulullah Saw. biasa masuk dan minum air
yang baik di kebun buah itu.” Anas
melanjutkan, “  Ketika  Allah  Swt.
menurunkan Surat Ali  Imran ayat :92
(“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada
kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkakakan sebagian harta yang kamu
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan,
maka sesungguhnya Allah men
getahuinya.”), Abu Thalhah segera menemui
Rasulullah Saw. lalu berkata, “Wahai
Rasulullah Saw. Allah telah menurunkan ayat
ini kepadamu, dan sesungguhnya harta yang
paling aku cintai adalah kebun Bairuha’ dan
sesungguhnya aku menginfakannya dijalan

8 Qadariyah Barkah,dkk, Fikih: Zakat, Sedekah dan Wakaf
(Jakarta:Kencana, cet.2, 2020) him. 218.
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Allah, aku berharap bisa menjadi kebaikan
dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah
harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah
kepadamu”. Rasulullah Saw. pun bersabda,
“Itulah harta yang mulia. Sungguh aku telah
mendengar apa yang kau katakan dan aku
berpendapat agar engkau membagikannya
kepada kerabatmu”. Abu Thalhah berkata,
“Aku akan melakukannya, wahai
Rasulullah.” Kemudian ia membagikannya
kepada kerabat dan kerabat dan keluarga
pamannya. (HR.Bukhari)®

b. Wakaf Sosial (khairi), adalah wakaf yang
secara tegas untuk kepentingan agama
(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebaikan)
umum. Seperti wakaf yang diberikan untuk
keperluan pembangunan masjid sekolah,
jembatan, rumah sakit, Panti Asuhan anak-
anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf
ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi
Muhammad Saw. yang menceritakan tentang
wakaf sahabat Sayyidina Umar Bin Khattab.
Beliau memberikan hasil kebunnya kepada
fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu
dan hamba sahaya yang berusaha menebus
dirinya wakaf ini ditujukan kepada umum

& Deli Maria, Op.cit, 31
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dengan tidak terbatas penggunaannya yang
mencakup semua aspek untuk kepentingan
dan kesejahteraan umat manusia pada
umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa
untuk jaminan sosial, pendidikan kesehatan
pertahanan keamanan dan lain-lain.®®

Dalam tinjauan penggunaannya wakaf
jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya
dibandingkan dengan wagaf jenis wakaf ahli
karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang
ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah
yang sesungguhnya paling sesuai dengan
tujuan perwakafan ini secara umum. dalam
jenis wakaf ini juga, si wakif dapat
mengambil manfaat dari harta yang
diwakafkan itu seperti wakaf masjid, Maka si
wakif boleh mengambil air dari sumur
tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh
Nabi dan sahabat Utsman bin Affan. secara
substansinya, wakaf inilah yang merupakan
salah satu segi dari cara membelanjakan
(memanfaatkan) harta dijalan Allah SWT.
Tentunya kalau dilihat dari  manfaat
kegunaannya merupakan salah satu sarana
pembangunan baik di bidang keagamaan,
khususnya  peribadatan, perekonomian
kebudayaan, kesehatan keamanan dan

88 Qadariyah Barkah, Loc.Cit
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sebagainya. Dengan demikian benda wakaf
tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk
kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk
keluarga atau kerabat yang terbatas.®

Pada prinsipnya, menurut Said Agil al-
Anwar, wakaf ahli identik dengan wakaf
Khairi.keduanya bertujuan untuk membantu pihak-
pihak yang memerlukan bantuan. Unsur tolong-
menolong ini merupakan realisasi pemerintah Allah
untuk membelanjakan sebagian harta dijalan
kebajikan.*

Selain daripada itu wakaf  berdasarkan
penggunaannya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Wakaf Langsung, yaitu wakaf yang pokok
barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya,
seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk
kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk
mengobati orang sakit dan sebagainya.

b. Wakaf Produktif, yaitu wakaf yang pokok
barangnya digunakan untuk kegiatan produksi
dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan
wakaf. ¥

¥ Qadariyah Barkah, Loc.Cit
% Achmad Arief budiman, Op.cit., 92.
%1 Aden Rosadi, Loc.Cit., 130.
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B. Pengelolaan Wakaf produktif

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, Pada bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan
bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah memanfaatkan harta
benda wakaf sesuai dengan  fungsinya dengan
mengembangkan proses dan manfaat ekonomis harta benda
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan agar dapat
berkembang dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat salah
satu manfaat strategis yang dilakukan adalah dengan
meningkatkan manfaat wakaf sebagai pranata keagaman
yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah saja,
tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti
mengembangkan potensi wakaf secara produktif yang
hasilnya dapat digunakan untuk kemaslaahataan masyarakat
yang luas. Pemunculan wakaf produktif menjadi pilihan
utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan
yang akut.*?

1. Pengertiam Wakaf Produktif

%2 Faizal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,
2017) 91
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Produksi  berarti  proses mengeluarkan  hasil,
penghasilan, hasil dan pembuatan.*®

Secara istilah produksi adalah proses mengubah
input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan
untuk  menciptakan/menambah  nilai/guna  suatu
barang/jasa. Yang dimaksud dengan produksi atau
memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk
menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang.
Kegunaan suatu barang akan bertambah bila
memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk
semula.®*

Merujuk istilah diatas dapat dipahami bahwa
wakaf produktif sebagai wakaf yang dilakukan untuk
memperoleh perioritas utama yang bertujuan sebagai
upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan
menghasilakan. Bentuk-Bentuk pengembangan potensi
wakaf secara produktif adalah dengan cara
pengumpulan, infestasi, penanaman modal, produksi,
kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan,
serta usaha-usaha produktif lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah.*®* Keuntungan bersih hasil
pengembangan wakaf tersebut diberikan kepada orang-
orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
Pengelolaan wakaf produktif yang didapat berupa

9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); https://kbbi.web.id/produksi
M. Ridwan, dkk , Buku Diktat : Eko nomi Mikro Islam (Team Dosen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara, 2017) 99.
% Faizal Haq, op.cit 91-92.
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barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya
dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.*®

2. Potensi Wakaf Produktif
Hingga saat ini di Indonesia wakaf dikelola

secara produktif belum maskimal. Sebagian besar
dikelola secara tradisional-konsumtif sehingga sulit
untuk berkembang dan dirasakan dampaknya secara
luas oleh masyarakat. Padahal, menurut data yang dirilis
oleh Kementrian Agama, kekayaan tanah di Indonnesia
sangat fantastis jumlahnya yang tersebar di 40308 lokasi
dengan luas 1.566.672.406 M2, 75% bersertifikat dan
10% memiliki potensi yang tinggi dan masih banyak
harta benda wakaf yang belum terdata.’’

Ada beberapa kondisis dimana tanah wakaf di
Indonesia dikelola secara konsumtif, yaitu®:

a. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap
harta yang diwakafkan, yaitu berupa harta benda
yang tidak nbergerk dan hanya untuk kepentingan
yang bersifat peribadatan, seperti masjid,
mushola, madrasah, pemakaman, yayasan yatim
piatu dan lain sebagainya. Dan sifat waktu itu
sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang
harus dikembalikan kepada Allah semata
sehingga kondisi apapun yang akan terjadi

% Mundzir Qahaf, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: KHALIFA,
2005) him. 23
% Faizal haq, Op.cit.,.93.
% Ibid., 93.
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terhadap harta wakaf tersebut didiamkan
sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik
sehingga banyak yang terbengkalai.

Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan
hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap
panutan dalam lingkup masyarakat seperti ulama,
kiyai, ustadz, dan tokoh adat yag lain, dengan
mengikuti tradisi lisan dan dalam kenyataan
sekarang banyak yang menimbulkan masalah
persengketaan dengan ahli waris yang menggugat
para nazhir, atau banyak pula disalah gunakan
oleh nazhir nakal dengan menjual sebagian atau
keseluruhan harta wakaf yang ada sementara di
lain pihak, orang yang diserahi untuk mengelola
wakaf (nazhir) tersebut tidak mempunyai
kemampuan yang baik agar wakaf bisa
didayagunakan secara optimal untuk kepentingan
masyarakat dan kehidupan beragama. Akiatnya
wakaf tidak terurus secara maksimal serata tidak
menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
pendaftaran tanah wakaf, hal ini memberikan
peluang terjadinya penyalah gunaan atau bahkan
pengambilan paksa oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.*

% Ibid., 93-94.
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Dari problematika wakaf  sebagimana yang
dipaparkan diatas mengakibatkan pengelolaan wakaf
secara produktif dan profesional sulit berkembang jika
tidak ada upaya serius dari seluruh elemen masyarakat
dalam ragka memperbaiki sistem dan profesionalisme
pengelolaan wakaf sebagaimana yang diatur oleh UU
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaanya.'®

Pengembangan Wakaf Produktif

Meskipun wakaf telah terbukti menjadi solusi
alternatif strategis dalam pembangunan masyarakat
muslim sepanjang sejarah perkembangan islam, akan
tetapi kenyataan dan fakta yang ada problematika
perwakafan di Indonesia belum terselesaikan secara
maksiamal dari segi administrasi, pengembangan dan
pemanfaatannya. Untuk itu, analisis dan penerapan
problem solving terkait strategi pengeloalaan dala
rangka pengembangan wakaf secara produktif dan
berkesinambungan, khususnya yang terkait dengan
perwakafan tanah.'%*

Di Indonesia masih terhitung sedikit masyarakat
yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tamah
prodiktif. Dengan demikian diperlukan upaya untuk
pengelolaan harta wakaf yang ada agar dapat

100
101

Ibid., 94.
Ibid., 95.
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mendatangkan kemanfaatan secara luas dan tentunya
harus dikembangkan secara produktif. Hal ini mendesak
dilakukan karena dalam kenyataannya kondisi tanah
wakaf yang ada cenderung tidak terkelola sebagimana
mestinya sehingga tidak mendatangkan kemanfaatan
yang diharapkan sebagaimana tujuan yang diharapkan
wakif sejak awal mewakafkan harta bendanya. Untuk
itu, upaya pengembangan harta benda wakaf khususnya
tanah-tanah wakaf yang telah teridentifikasi secara
konkret agar dapat dikelola secara produktif dan dapat
diberdayakan melalui upaya:

a. Aset wakaf yang menghasilkan produk
barang atau jasa
Secara teoritis Islam mengakui bahwa tanah
merupakan faktor produksi penting yang
mencakup semua sumber daya alam yang
digunakan dalam proses produksi, seperti
kesuburan tanah, sifat-sifat sumberdaya udara ,
air mineral dan sebagainya. Oleh karena itu, tanah
wakaf yamg diamggap strategis harus dikelola
secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai
wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk
pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk
usaha yang dapat menghasilkan keuntungan baik
melalui produk barang atau jasa

b. Aset wakaf yang berbentuk Infestasi Usaha
Aset wakaf ini adalah kekayaan lembaga

kenazhiran dari hasil pengelolaan usaha produktif
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yang menghasilkan keuntungan, sehingga dapat
dikembangkan melalui infestasi kepada pihak
ketiga atau lembaga nazhir yang lain, bentuk
investasi usaha yang dilakukan tentunya harus
mengacu kepada standar dan prinsip syari’ah,
yaitu:

1) Akad Musyarakah; akad ini merupakan
bentuk partisipasi usaha yang melibatkan
dua belah pihak atau lebih (termasuk nazhir
wakaf) dalam usaha tertentu dengan
menyerahkan  seumlah modal dengan
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan
bersama. Apabila terjadi kerugian akan
ditanggung oleh kedua belah pihak secara
proposional.

2) Akad Mudlarabah; vyaitu kontrak/ akad
memuat penyerahan modal oleh pemilik
modal (Sohibul Mal) untuk dikelola oleh
pihak kedua yang digunakan untuk usaha
produktif. Selain modal tersebut pemilik
modal tidak terlibat dalam manajemen usaha,
adapun keuntungan akan dibagi sesuai
dengan perjanjian menurut nisbah yang
disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala
terjadi kerugian, yang menanggung adalah
pemilik modal.*?

3) Akad ijarah; menurut Fatawa Dewan
Syariah Nasional No0.9/DSN/MUI/IV/2000.
ljarah adalah akad pemindahan hak guna

192 pid., 96.
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(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu  tertentu  melalu  pembayaran
sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan
barang itu sendiri, dengan demikian dalam
akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan,
tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari
menyewakan kepada penyewa.'”

4. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam  mengelola, memberdayakan, dan
mengembangkan tanah wakaf produktif dan strategis
dimana hampir semua wakif yang menyerahkan
tanahnya kepada nazhir tanpa menyertakan dana untuk
mebiayai operasional usaha produktif, tentu saja
menjadi persoalan yang mendasar dan serius. Oleh
karena itu, diperlukan strategi rill agar bagaimana tanah
wakaf yang ada dapat diberdayagunakan untuk
kepentingan maslahat umat secara luas. Salah satu
strategi riil yang dapat diimplementasikan adalah
dengan cara membangun kemitraan.

Lembaga-lembaga nazhir  harus  menjalin
kemitraan usaha dengan pihak lain yang mempunyai
kecukupan modal untuk melakukan dan
mendayagunakan aset wakaf. Jalinan usaha ini dalam
rangka menggerakan seluruh potensi yang dimiliki oleh
tanah wakaf yang telah ada. Tentunya proses kerja sama
tersebut harus selaras dengan prinsip syariah, baik
dengan musyarakah maupun mudarabah sebagimana

103

Muhammad Nadzir, Figh Mu’amalah Klasik ( Semarang, CV Karya

Abadi Jaya, 2015) 70.
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yang telah dijabarkan. Diantara pihak-pihak yang dapat
dimungkinkan untuk kerja sama antara lain:

a. Lembaga investasi usaha yang berbentuk

badan usaha non lembaga jasa keuangan.
Lembaga ini biasanya berasal dari lembaga
lain diluar lembaga wakaf, atau lembaga
wakaf lainnya yang tertarik terhadap
perkembangan atas tanah wakaf yang
dianggap strategis.

Investasi perorangan yang mempunyai
kecukupan modal untuk ditanam dalam
bentuk saham kepemilikan sesuai kadar nilai
yang ada. Investasi perorangan ini bisa
dilakukan lebih dari satu pihak dengan
komposisi penyahaman yang sesuai dengan
kadar yang ditanamkan.

Lembaga perbankan syariah atau lembaga
kauangan syariah yang lain sebagai pihak
yang memiliki dana pinjaman. Dana
pinjaman yang akan diberikan kepada pihak
nazhir wakaf berbentuk kredit dengan sistem
bagi hasil setelah melakukan studi kelayakan
oleh pihak bank.'%*

Definisi kemitraan dalam terminologi hukum

dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah

104

Ibid., 97.
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Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Dalam
pasal 1 yang berbunyi:

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha
Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha
Besar disertai pembinaan dan pengembangan
oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat dan saling menguntungkan”

Pasal diatas secara eksplisit menegaskan
bahwa untuk membangun kemitraan, harus
didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Saling memerlukan
Dalam Kemitraan harus ada kesamaan
perhatian (common interes) atau kepentingan.
b. Tujuan yang jelas
Tujuan dilakukan kemitraan didasarkan pada
tujuan yang terarah.
c. Saling menguntungkan
Dalam kemitraan harus ada komitmen untuk
saling memberi keuntungan (mutual benefit)
d. Persamaan atau equality™®

5. Syarat dan Tata Cara Mewakafkan Tanah
Dalam rangka menjalankan praktek wakaf yang

berlandaskan pada ketentuan hukum dan syariat Islam,

195 Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf (Semarang: CV. Karya Abadi

Jaya, 2015) 139-140.
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penting untuk memahami tata cara pembuatan ikrar
wakaf dan pendaftarannya, terutama apabila melibatkan
tanah yang telah memiliki sertifikat dengan status Hak
Milik. Proses ini melibatkan beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi dengan cermat guna memastikan
legalitas dan keabsahan wakaf, serta untuk memberikan
kontribusi  positif ~ dalam  mendukung  upaya
kesejahteraan masyarakat. Berikut tata cara pembuatan
ikrar wakaf dan pendaftarannya :

a. Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan

status Hak Milik
1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

a) Sertifikat Hak Atas T anah;

b) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah
yang diketahui Camat bahwa tanah
tersebut tidak dalam sengketa;

c) Surat keterangan pendaftaran tanah
(SKPT) dari Kantor Pertanahan
Kabupaten /Kotamadya setempat;

d) Harus ada calon wakif yang
berkeinginan ~ mewakafkan  tanah
miliknya;

e) Harus ada nazhir perorangan Warga
Negara Indonesia (WNI) dan atau
Badan Hukum Indonesia.'®

2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

a) Calon Wakif harus datang di hadapan

Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf

1% Fikih wakaf (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimas

Islam dan Penyelenggaraan Haji2003) 66-67
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b)

d)

f)

(PP AIW) dengan membawa
Sertifikat Hak Atas T anah serta surat-
surat lainnya sebagaimana yang
disebut pada angka 1) huruf a) sampai
dengan huruf c) di atas.

PPAIW melakukan sebagai berikut:

i. Meneliti kehendak calon wakif
dan tanah  yang  hendak
diwakafkan

ii. Maneliti para nazhir dengan
menggunakan W.5 (bagi nazhir
perorangan) atau W.5a (nazhir
Badan Hukum)

iii. Meneliti para saksi Ikrar Wakaf

iv. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar
Waka

Calon wakif mengikrarkan wakaf
dengan lisan, jelas dan tegas kepada
nazhir di hadapan PPAIW dengan para
saksi, kemudian dituangkan dalam
bentuk tertulis menurut faormulir W.I.
Meneliti identitas calon wakif (kartu
penduduk, kartu keluarga, surat nikah,
paspor dil).

Meneliti identitas nazhir perorangan,
Badan Hukum (Anggaran Dasar-nya)
Calon wakif yang tidak datang di
hadapan PPAIW dapat memberikan
kuasa tertulis secara matreatik di
hadapan notaris dan/ di hadapan
Kepala Kantor Departemen Agama
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Kabupaten Kotamadya dan dibacakan
kepada nazhir di hadapan PPAIW dan
para saksi

g) PPAIW membuat Akta lkrar Wakaf
(AIW) rangkap 3 (tiga) menurut
bentuk formulir W.2 dan salinannya
rangkap 4 (empat) menurut bentuk
formulir W.2a.

i. Lembar pertama disimpan;

ii. Lembar kedua untuk keperluan
pendaftaran di kantor Pertanahan
Kabipaten/Kotamadya setempat;

iii. Lembar ketiga dikirimkan kepada
Pengadilan Agama setempat;

iv. Salinan lembar pertama
diserahkan kepada wakif;

v. Salinan lembar kedua diserahkan
kepada nazhir;

vi. Salinan lembar ketiga dikirim
kepada Kandepag

vii. Salinan lembar keempat dikirim
kepada Kepala Desa / Lurah
setempat; %’

3) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar
Wakaf
a) PPAIW atas nama nazhir dan/ nazhir
sendiri berkewajiban untuk
mengajukan permohonan pendaftaran
pada Kantor Pertanahan

97 1bid, 67-69
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Kabupaten/Kotamadya setempat

dengan menyerahkan:

i. Sertifikat tanah yang
bersangkutan;

ii. Akta lkrar T anah;

iii. Surat pengesahan dari KUA
kecamatan setempat mengenai
nazhir yang bersangkutan;

b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
/Kotamadya setempat:

i. Mencantumkan kata-kata "wakaf'
dengan huruf besar di belakang
nomor hak milik tanah yang
bersangkutan pada buku tanah
dan sertifikatnya.

ii. Mencantumkankata-kata
"diwakafkan untuk ...
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf
PPAIW kecamatan ... No ... pada
halaman 3 (tiga) kolom sebab
perubahan dalam buk

iii. u tanah dan sertifikatnya”.

iv. Mencantumkan kata nazhir, nama
nazhir disertai kedudukannya
pada buku tanah dan
sertifikatnya.

b. Tanah Milik yang bersertifikat berstatus hukum
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakali
1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
2) Surat keterangan dari Kepala Kantor

Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kotamadya,
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C.

bahwa tanah tersebut sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan dapat
ditingkatkan  status hak kepemilikan
menjadi Hak Milik.'®
Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas
tanah hak milik adat)
1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf:

a)

b)

d)

Surat-surat pemilikan tanah (termasuk
surat pemindahan hak, surat
keterangan warisan, girik dan lain-
lain.

Surat  kepala Desa/Lurah  yang
diketahui Camat yang membenarkan
tanah tersebut tidak dalam sengketa.
Syarat keterangan kepala Kantor
pertanahan Kabupaten/Kotamadya
setempat yang menyatakan Hak Atas
Tanah itu belum mempunyai sertifikat
(Pasal25 ayat 4 PP No. 10/1961).
Harus ada nazhir perorangan WNI
atau Badan Hukum Indonesia.

Harus ada calon Wakif yang
berkeinginan  mewakafkan  tanah
miliknya.*®

2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf
Sarna halnya dengan huruf A angka 2
untuk tanah yang sudah Dbersertifikat,
dengan keterangan bukti-bukti mengenai

108
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tanahnya seperti dimaksud dalam huruf B
angka 1.
3) Pendaftaran pencatatan Ikrar Wakaf

a)

b)

PPAIW atas nama nazhir dan/atau
nazhir berkewajiban untuk
mengajukan permohonan pendaftaran
pada Kantor Pertanahan setempat
dengan Kabupaten/Kotamadya
menyerahkan:

i. Surat~surat pemilikan tanah
(termasuk surat pemindahan hak,
surat keterangan waris, girik dan
lain~lain)

ii. Akta Ikrar Wakaf

iii. Surat pengesahan nazhir.

Apabila memenuhi persyaratan untuk
dikonversi, maka dapat dikonversi
langsung atas nama wakif

Apabila persyaratan untuk dikonversi
tidak dipenuhi dapat diproses melalui
prosedur pengakuan hak atas nama
wakif.

Berdasarkan Akta lkrar Wakaf nama
atas nama nazhir

Bagi konversi yang dilaksanakan
melalui  prosedur pengakuan hak
penerbitan  sertifikatnya  setelah
diperoleh SK. Pengakuan Hak atas
nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan
pencatatan~pencatatan seperti halnya

110
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yang disebut huruf A 3 b (Pasal 8
Permendagri No. 6/1977).'**

1 pid, 70-71
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BAB 11
GAMBARAN UMUM DESA KLUWUT
DAN PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF
A. Gambaran Umum Desa Kluwut

1. Profil Desa Kluwut
a. Kondisi Geografis

Kluwut adalah suatu desa yang terletak di
kecamatan  Bulakammba  kabupaten  Brebes
propinsi Jawa Tengah. Kluwut berada dalam
koordinat 108.92175 BT / -6.878152 LS dan
memiliki luas wilayah 910,96 Ha dengan jarak 3
km dari kecamatan dan 13 km dari ibu kota
kabupaten,.™? Sehingga akses menuju desa tersebut
mudah terjangkau.

Adapun batas-batas desa Kluwut adalah
sebagai berikut:

Sebelah utara : Grinting

Sebelah timur : Karangsari, Rancawuluh dan
Grinting

Sebelah selatan : Padakaton dan Dukuhlo
Sebelah barat : Bulakparen dan Cimohong.™?

112 ementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal
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Wilayah desa Kluwut tergolong dalam
kawasan pesisir. Selain itu juga desa Kluwut
melintasi Sungai Kluwut yang mengalir ke utara
desa Kluwut. Oleh karena itu, desa ini menjadi
pusat kegiatan nelayan karena terdapat Pusat
Pendaratan lkan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) yang masyar akat sekitar menyebutnya
sebagai Kongsi.'**

Dibidang pertanian, tanah di Desa Kluwut
tergolong tanah tadah hujan. yakni tanah yang
hanya bisa digarap dalam sektor pertanian pada
waktu musim hujan. Menurut penuturan BK selaku
Carik atau Sekdes di Desa Kluwut menambahkan
bahwa walaupun demikian ada beberapa blok yang
bisa digarap dalam sektor pertanian biarpun musim
kemarau, yakni blok yang dekat dengan sumber air.
Blok atau tempat garapan sawah yang dimaksut
beliau yakni blok yang dekat dengan Sungai
Kluwut dan Embung. **°

Beliau menambahkan keadaan musim
kemarau saat ini (01/07) menurut beliau embung
sedang mangkrak.™® Ini dapat diasumsikan dengan

1% Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai
Carik / Sek.Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ,
pada 1 juli 2020 di Kantor Kepala Desa Kluwut

Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai
Carik / Sek.Desa Kluwut Kecamatan

Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai
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kemarau yang panjang, terkadang embung atau
tempat penampungan air tersebut tidak selamnya
memenuhi kebutunhan pengaliran selama musim
kemarau. Karena suwaktu-waktu embung dapat
mengering dengan sendirinya.
Kondisi Demografis

Desa Kluwut mempunyai jumlah penduduk
sebanyak 31.826 jiwa dan terbagi menjadi 2.070
KK dengan kepadatan penduduk 38 Jiwa/Km.''
Sehingga Desa ini dinobatkan sebagai desa dengan
penduduk terbanyak se-Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes.™®

BK  menjelaskan  pupulasi  kepadatan
penduduk ini bukan berarti Program KB(Keluarga
Berencana) yang tidak berhasil, namun kesadaran
dari masing-masing individu itu sendiri yang masih
menganut paham banyak anak nyak rezeki, yang
membuat progam KB dua anak cukup menjadi
terhambat. Walaupun demikian pemerintah desa
Kluwut selalu berusaha menekan kepadatan
pendudukk tersebut dengan mengupayakan 10

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal
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posyandu yang tersebar di berbagai titik dengan
selalu mensosialisasikan pentingnya Keluarga
Berencana.'*

Selain  mempunyai tingkat kepadatan
penduduk tertinggi di kecamatan Bulakamba, desa
Kluwut  merupakan  tempat  bertumbuhnya
pendidikan yang pesat. Dibuktikan dengan adanya
lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta,
misalnya SDIT, SMP Muhammadiyah, SMK
Larenda, SMKN Bulakamba, yayan al-falah dan
sekolah kejar paket.'?

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan
Masyarakat Berdasarkan Gendre

Tingkat Laki-laki Perempuan Jumlah
Pendidikan

SD/sederajat | 9.149 Jiwa 8.052 Jiwa | 17.201 Jiwa

SMP/sederajat | 1.406 Jiwa 1.370 Jiwa 2.776 Jiwa

SMA/sederajat | 940 Jiwa 792 Jiwa 1.732 Jiwa

D-1/sederajat 18 Jiwa 8 Jiwa 26 Jiwa
D-2/sederajat 10 Jiwa 5 Jiwa 15 Jiwa
D-3/sederajat 44 Jiwa 63 Jiwa 107 Jiwa
S-1/sederajat 138 Jiwa 135 Jiwa 273 Jiwa
S-2/sederajat 8 Jiwa 6 Jiwa 14 Jiwa

Jumlah total | 11.713 Jiwa | 10.431Jiwa | 22.144 Jiwa

1% Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai

Carik / Sek.Desa Kluwut Kecamatan
129 Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai
Carik / Sek.Desa Kluwut Kecamatan
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(Sumber : Data Pokok

Desa_Kelurahan Kluwut)*#

Dari data di atas dapat kita simpulkan
masyarakat desa Kluwut paling banyak hanya
berpendidikan Tamatan SD/sederajat sebanyak
17.201 jiwa. Artinya masyarakat desa Kluwut
masih banyak sekali yang belum menempuh
pendidikan yang tinggi.

Walaupun demikian, Menurut Beliau dalam
dekade terakhir ini kesadaran masyarakat untuk
berpendidikan tinggi dimulai dari Tamatan SMA
berangsur membaik. Hal ini dibuktikan ketika ada
lulusan SMA warga meminta dibuatkan surat
keterangan dari kelurahan untuk melengkapi berkas
persyaratan-persyaratan pendaftaran seperti masuk
ke pesantren atau taraf perguruan tinggi
selanjutnya.'*

Secara keseluruhan mayoritas penduduk desa
Kluwut beragama Islam, akaan tetapi sisa-sisa
ritual keyakinan leluhur masih ada, hal ini
dibuktikan ketika ada orang kesambet atau
kesurupan menggunakan ukup-ukup (sesajen).
Sedangkan Islam tidak mengajarkan  yang
demikian. Namun, lambat laun tradisi itu semakin

121
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menipis seiring berkmbangnya zaman dan
kesadaran masyarakat itu sendiri. '

Hal ini selaras dengan banyaknya
pertimbuhan bangunan peribadatan Islam di Desa
Kluwut. Terdapat 5 bangunan Masjid dan 29
Mushola.’* Kemudian didukung oleh 2 Organisasi
Keagamaan yang mempunyai pengurus terbanyak
diantara Lembaga Kemasyarakatan yang ada.'®
Hal ini tentunya menjadi faktor menipisnya tradisi
animisme dan dinamisme yang di anut oleh leluhur
mereka.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kluwut
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk yang Bekerja

Berdasarkan Pekerjaan/Mata pencaharian

No.| Pekerjaan Jumlah
1 |Petani 1.579
2 |Buruh tani 2.762
3 |Buruh Migran 375
4 |PNS 105
5 |Pengrajin 6

6 |Pedagang Kelontong 300
7 |Peternak 15

8 |Nelayan 6.387
9 [Montir 16

Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai
Carik / Sek.Desa Kluwut Kecamatan
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10 [Dokter Swasta 5
11 |Perawat Swasta 10
12 [Bidan Swasta 26
13 | TNI 2
14 | Polri 1
15 | Pengusaha Kecil, 50
16 | Dosen Swasta 3
17 | Pembantu Rumah Tangga 30
18 | Pengacara 1
19 | Pedagang Keliling 184
20 | Dukun Tradisional 6
21 | Karyawan Swasta 610
22 | Karyawan perusahaan 1
23 | lbu Rumahtangga 1.076
24 | Pelajar 5.0i0
25 | Belum berkerja 1.226

(Sumber : Data Pokok Desa_Kelurahan
Kluwut)'°

karyawan, ada yang buruh, ada yang
pegawai”’(Bapak Bambang Kusworo).

masih stabil secara ekonomi, sementara

Kebanyakan masyaralat desa kluwut bermata
pencaharian sebagai “Nelayan, pedagang,
kemudian petani dan yang lain serabutan,

Menurut BK secara umum desa Kluwut

kesenjangan sosial tidak terlalu tinggi. Namun,
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situasi dapat berubah, misalnya saat musim
pandemi ini nelayan dalam menangkap ikan masih
bisa bekerja, tetapi di bidang lain terasa, terutama
pedagang. Walaupun demikian dalam segi etos
kerja menurut beliau “ kalau secara umum
orangnya tidak mau diam, tekun bekerja, mbuh
kueh kerja apa yang penting halal, sesmuanya

s 127
terasa seperti itu”.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kluwut

Berikut  Susunan  Struktur  Organisasi
Pemerintahan Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes tahun 2020 :

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah
Desa Kluwut

= KEPALA DESA

M. Tarwid Efendi, ST.MMA Zaenal Arifin, S.sy

KASL PEMERINTAHAN

NURZAMAN, 5.Pd

SEK.DES

Dede Santoso, S.Kom

KASL. KESRA

KAUR.KEUANGAN
M. Nashirin, S.pdi

Debi Pravitno

KASL PELAYANAN
Amdad, A.Ma KAUR.UMUM

Musfitasari

KAUR.PERENCANAAN

Sudarmono, ST,
M.eng

]
:

KADUS.It KADUS.IV KADUS V

Abdu Sy Salamah Muniroh, SKom | | INAMARYANA, S.Kom

il
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e. Visi dan Misi Desa Kluwut
1) Visi
Membangun Desa Kluwut yang makmur dan
sejahtera dengan keterbukaan.
2) Misi
a) Mewujudkan pemerintah desa yang
tertib dan berwibawa
b) Mewujudkan sarana dan prasarana yang
memadai
¢) Mewujudkan keamanan dan
kesejahteraan warga Desa Kluwut
d) Mewujudkan masyarakat yang sehat
dan bersih
e) Mewujudkan tatanan pemerintah Desa
Kluwut dengan keterbukaan.

2. Perwakafan di Desa Kluwut

Secara administrasi perwakafan, perwakafan
desa kluwut dikelola olen Nazir Desa Kluwut.
Walaupun demikian ada beberapa yayasan atau pun
pengurus masjid yang memilih mengelola tanah
wakafnya secara mandiri, diantaranya Masjid Baitul
Mvu’minin, Yayasan Muslimat, Yayasan Fastabiqul
Khaairat dan beberapa yayasan yang berada di wilayah
desa Kkluwut tersebut. Untuk mengelola perwakafan
Nazir Desa dibantu oleh beberapa Pengurus Dewan
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Kemakmuran Masjid Jami® Al-munawarah.'”® Oleh
sebab itu peneliti dalam mengambil sampel data
lapangan dikhususkan pada pengelolaan wakaf Nadzir
Desa Kluwut saja

Desa Kluwut mempunyai tanah wakaf yang
cukup banyak, dari data yang dihimpun sendiri oleh
penulis, luas tanah wakaf yang ada yakni sebanyak 10
Bahu (7000m?) dengan. Masyarakat setempat mulai
sadar akan pentingnya peranan wakaf saat ini, oleh
karena itu dari pihak Pemerintah Desa dan masyarakat
membentuk Nadzir Desa untuk mengelola tanah-tanah
wakaf secara administratif yang kemudian tanah-tanah
wakaf itu dikembangkan secara produktif oleh warga
sekitar. Dalam hal ini Nadzir Desa tidak hanya
berfungsi  secara  administratif ~ saja  namun
memanegement wakaf produktif tersebut agar dapat
bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti
membantu pembangunan RA, membantu merehabilitasi
Musholah, Kesejahteraan atau bisaroh bagi imam
rowatib dan marbot Masjid Jami’ Al-munawaroh dan
donatur yang bersifat sosial maupun keagamaan di Desa
Kluwut.'?®

a. Sejarah Perwakafan di Desa Kluwut
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Nadzir Desa Kluwut berdiri sekitar
tahun 1990-an. Sebelumnya perwakafan di desa
kluwut dikelola secara mandiri oleh masing-
masing Masjid Jami’, Yakni Masjid Jami’
Baitul Mu’minin dan Masjid Jami’® Al-
munawwarah. Terbentuknya Nazhir Desa ini
akibat adanya konflik antar oknum  ormas
dengan pengurus masjid Jami’ al-munawarah.
TN mengatakan “kluwut itu banyak wakaf itu
sampe berapa bahu. Cuman karena ada
revolusi pada waktu itu ya, bahwa semua tanah
wakaf disertifikatkan tanpa kompromi oleh
Yayasan FK jadi dijadikan FK semua, itu
riwayat kelam lah setelah itu diamankan ” **¥°

Menurut AM konflik bermula ketika
ada oknum mengatasnamakan ormas dari
yayasan, yakni oknum tersebut
mensertifikasikan semua tanah wakaf atas nama
yayasan tersebut tanpa ada konfirmasi dari
pihak pengurus masjid Jami’al-Munawarah.
Insiden tersebut berhasil dimediasi oleh pihak
Pemerintah Desa dengan mempertemukan
kedua belah pihak yang bersengketa*!

Setelah selesainya insiden tersebut
pihak Pemerintah Desa membentuk Nazir
Desa sebagai upaya perlindungan aset-aset
tanah  wakaf yang dimiliki  Desa

130

Desa Kluwut
131

Kluwut

Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir

Wawancara dengan Bapak Amrin Sebagai Sekeretaris Nazhir Desa

93



Kluwut.**?akibat insiden tersebut, satu
Masjid Jami yakni Masjid jami’ Baitul
Mu’minin enggan memitrakan ataupun
mendaftarkan aset wakafnya kepada Nadzir
Desa, mereka mengelola aset tanah wakfnya
sendiri secara mandiri untuk keperluan
masjid. Berbeda dengan Masjid Jami’ Al-
munawarah, Masjid ini justru menjadi mitra
Nadzir Desa Kluwut.**®
Struktur Organisasi Nazhir Desa Kluwut
Berdasarkan Wawancara kepada TN

Selaku Ketua  Nazhir Desa  Kluwut,
pembentukan kepengurusan Nazir dibantu oleh
anggota pengurus Dewan Kemakmuran Masjid
Jami® Al-Munawarah.**

Sy selaku Wakil Ketua Menambahkan
“Kami mengelola tanah wakaf ini awalnya
untuk kesejahteraan, marbot dan kebutuhan
masjid. Karena sekarang masjid berkembang
adanya DKM (Dewan Kemakmuran Masjid)
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akhirnya wakaf dikelola dengan

menunjuk/membentuk nazhir desa %

Dari penjelasan TN dan Sy data
dipahami Kepengurusan Nazir tak jauh dari
peran pengurus DKM Masjid Jami’ al-
Munawarah, dengan sususunan sebagi berikut:

Kemitraan Nazhir Desa dengan Masjid Jami’ al-
Munawarah

Pengelolaan wakaf oleh nazhir desa
secara Administrasi tidak jauh dari mencatat,
mengelola dan menjaga aset wakaf yang ada,
Menurut TN “sebagai nadzir itu fungsinyakan
mengatur administrasi dari  wakaf itu,
pengaturannya tadi untuk imam rowatib Kita
kasih 1bahu, perkara 1 bahu itu sewanya 3jt/4jt
itu terserah pengurus masjid nanti yang
ngatur”**® Dari penjelasan beliau dapat kita
pahami bahwa nazhir mempunyai tugas dan
fungsi mengatur administrasi perwakafan.

Hal tersebut senada dengan pendapat
Sy yang mengatakan “.Jadi, pengolahannya
masuk ke nazhir semua, nggak. Nazhir hanya
menghimpun, mengarsipkan data-data itu. Kan
ada orang mewakaf "saya mau untuk Musholah
Nurul Yagin ¥ bahu ", monggo. Kita terima,
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penggunaanya untuk kesejahteraan musholah
itu. "Pengurusnya siapa?" Kita serahkan.”.*’

Akan tetapi dalam mengurusi aset-aset
wakaf yang tersedia agar dapat berfungsi secara
produktif nazir tidaklah berkerja sendiri, perlu
adanya pihak lain agar tercapainya
kebermanfaatan di masyarakat.

Dalam pengelolaan aset-aset wakaf
tersebut nazhir dibantu oleh  anggota dari
pengurus Masjid Jami® Al-munawarah, seperti
yang dikemukakan oleh AM selaku sekretaris
dari Nazhir Desa Kluwut bahwa pengelolaan
wakaf oleh nazhir desa bermitra kepada Masjid
Jami’ Al-munawarah selama berkaitan dengan
perwakafan, seperti rapat dan lelang dilakukan
bersama dengan anggota pengurus masjid'®
Walaupun demikian, menurut TN “Kalo
pengurus masjid kita berarti dibawah naungan
oh mitra. Jadi,nadzir desa tidak terikat dengan
siapapun cuma kita bermitra kepada pengurus
masjid karena apa, pengurus masjid kan disitu
banyak tahmir masjid ya, kemudian untuk
bermusyawarah, karena para wakif dan para
ahli waris itu kan ada. Jadi tempat masjid itu
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untuk berkonsultasi masalah yang tadi banyak
kendala”**°.

Berdasarkan penjelasan dua narasumber
diatas, baik angota Pengurus Masjid Jami’ Al-
Munawarah dan Nazhir Desa Kluwut keduanya
berperan saling melengkapi. karena melihat dari
observasi  penulis bisa dilihat beberapa ada
anggota menjabat di pengurus masjid juga
menjabat di nazhir desa. Seperti Bapak Teguh
Nuryanto (TN) yang menjabat di Nazhir desa
Kluwut sebagai Ketua dan di Dewan
Kemakmuran Masjid Sebagai HUMAS. Ada
juga Bapak A. Syaroni (Sy) yang di Nazhir
sebagai Wakil Ketua dan Kkebetulan di
Kepengurusan  Masjid  Jami’Al-Munawarah
sebagai HUMAS.

B. Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif
1. Syarat Mewakafkan Tanah

Untuk mewakafkan tanah milik perlu adanya

legalitas dari lembaga Hukum terkait, diantaranya pihak
yang mau berwakaf harus mempunyai bukti otentik
kepemilikan, sebelum di daftarkan nazir. Menurut Sy
syarat tersebut berupa catatan bukti kepemilikan
minimal akta jual beli dan jika tanah tersebut tanah
waris juga harus ada akta waris. Menurut AM “Kalau
mau mewakafkan kita dari sisi administrasi wakif
datang dengan membawa akte jual beli, jadi datang ke
saya atau pak teguh boleh itu sudah berbentuk akte,
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akte jual beli bahwa saya telah membeli tanah si
A”.Sedangkan menurut TM untuk syarat mewakafkan
tanah minimal diketahui oleh kepala desa dan camat
dalam bentuk akte.

Dari tiga narasumber sumber tersebut dapat
diambil benang merahnya bahwa mewakafkan tanah
wakaf harus menyertakan bukti otemtik kepemilikan
berupa akta jual beli tanah yang sudah diproses oleh
pihak terkait secara hukum, minimal sudah berbentuk
akte.

TN menambahkan mewakafkan tanah milik
diluar wilayah Desa Kluwut diperbolehkan dengan
catatan pihak tersebut mempunyai buktu kepemilikan
yang sah menurut hokum, kemudian menyerahkan hak
kepemilikan tanah tersebut kepada nazhir dan transaksi
tersebut disaksikan oleh kepala desa. **°

Selanjutnya menurut Sy, mengenai peruntukan
dan tujuan wakaf harus jelas karena selain Nazir desa di
kluwut ada pula yayasan dan badan pengelola wakaf,
yayasan Fastabiqul Khairat misalnya***

Setelah tanah tersebut sudah diserahkan ke nazhir
Tahap selanjutnya menurut AM “nazhir terus kroscek
ke desa lapangan mana tanahnya kan gitu, nah nanti
dari nazhir melanjutkan ke PPAIW”.**
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Jadi kesimpulannya, untuk mewakafkan tanah
kepada mazhir desa kluwut syarat-syarat yang harus
dipenuhi diantaranya:

a. Membawa Bukti kepemilikan, dapat berupa Akta
Jual Beli, Akta Waris

b. Berkas tersebut minimal sudah mendapat legalitas
dari kelurahan dan camat

C. Tujuan mewakafkan harus jelas.

Objek Pengelolaan
Dari hasil pengamatan, observasi dan wawancara,

penulis mengambil kesimpulan bahwa tanah wakaf yang
dikelola oleh Nazhir Desa Kluwut berupa tanah
pertanian berupa sawah. Dengan luas sawah sebanyak
10 bahu, sawah wakaf tersebut mempunyai 24 wakif.
TN menjelaskan “Kalo wakifnya itu hampir 21 orang,
21 sampe 24 lah. Karena ada yang sudah wakif tetapi
belum disahkan. Artinya belum diproses sampe akte” .
Dari 24 wakif tersebut bukanlah jumlah pasti karena
beberapa statusnya masih dalam proses sampai akte.**?
Adapun penggarap lahan pertanian pada
umumnya warga desa kluwut, hal ini penulis didapatkan
ketika bertanya kepada TN “Berarti dalam hal ini
yang mengelola masyarakat tanah wakafnya pak?
beliau menjawab “ Iya, masyarakat Kluwut khususnya”
Pertanyaan serupa ditanyakan kepada Sy dan beliau
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menjawab “Warga boleh mas, khususnya warga kluwut
sini”.

Namun, dalam pengelolaannya ada beberapa
pihak yang pengeloaanya di khususkan takmir masjid,
diantaranya imam rowatib dan Marbot Jami’ al-
Munawarah, yang pembagiannya sebagai berikut:

a. Garapan Imam Masjid Al-Munawarah, menurut
TN “untuk imam rowatib kita kasih 1bahu,
perkara 1 bahu itu sewanya 3jt/4jt itu terserah
pengurus masjid nanti yang ngatur”.

b. Garapan Marbot Masjid Jami’ Al-munawarah
marbot juga demikian, kita kasih luasnya itu ¥4 ,
kalo disini ada 3 berarti % bahu”.

Menurut TN dan Sy, baik Marbot maupun Imam
masjid besaran harga sewanya yang menentukan atas
dasar kesepakatan pengurus masjid.Sy menegaskan
dalam hal pengarapan tanah pertanian tersebut tidak ada
intervensi dari dari nazir. Karena menurut beliau “jadi
nazir mencatat saja, mengarsipkan, mengagendakan
tanah-tanah wakaf itu, penggunaanya masing-
masing”.*** Melengkapi penjelasan tersebut TN bahwa
“Lha penjualannya lewat nadzir tapi uangnya langsung
diserahkan kepada yang langsung ysng bersangkutan.”
Maksutnya nazir hanya membantu dalam segi akad,
untuk hasilnya diserahkan kepada yang bersangkutan,
baik untuk kesejahteraan imam maupun marbot
masjid. ”

% Wawancara dengan Bapak A. Syaroni Sebagai wakil Ketua Nazir Desa
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Dapat diambil kesimpulan pengelolaan wakaf

oleh Nazhir Desa Kluwut yang berkerjasama dengan
Pengurus Masjid Jami’ al-Munawarah terbagi dua objek
pengelola garapan yakni penggarap dari masyarakat dan
garapan khusus Takmir masjid.

3. Alur Pengelolaan

Berikut alur pengelolaan wakaf produktif yang dikelola
oleh Nazhir Wakaf Desa Kluwut yang bermitra dengan
Masjid Jami’ Al-Munawarah :

Lelang

Menurut TN, Adapun tahap peratama
sebelum tanah pertanian tersebut dikelola atau
digarap  terlebih dahulu nazir memberi tahu
pengurus masjid bahwa akan ada lelang wakaf.
Kemudian masjid mengadakan rapat lelang wakaf
bersama anggota pengurus Masjid Al-Munawarah
juga warga sekitar yang berniat menggarap sawah
wakaf dan tidak lupa pula didalam rapat lelang
tersebut dihadiri wakif ataupun ahli warisnya jika
wakif itu sudah meninggal.**

Selanjutnya jika sebelumnya sudah
menggarap dan ingin mengarap sawah wakaf lagi,
menurut beliau “Jadi kalo umpama kaya musim
ini, ini kan sudah musim tandur ya, dia sudah
bayar ke bendahara, nanti setelah panen nadzir
ngadakan rapat lelang lagi, kita tetep rapat udah
sama dengan pengurus masjid, artinya apa? Kalo
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dia mau meneruskan lagi garapannya dia
monggo dengan membayar sesuai dengan
ketentuan yang disepakati.” Dari ulasan tersebut
dapat kita pahami jika penggaarap sudah habis
masa sewanya, maka bisa diperpanjang lagi masa
garapannya lagi dengan membayar sesuai
ketentuan yang disepakati ketika ada rapat lelang
lagi.**®

Perlu diketahui bahwa lelang yang
dimaksud di sini adalah istilah yang mengacu
pada proses penawaran harga tertinggi atau
kesepakatan untuk mengelola sawah wakaf antara
warga dan panitia lelang wakaf. Sedangkan untuk
anggota takir yang dikhususkan untuk mengelola
wakaf yakni imam masjid dan marbot masjid di
tentukan oleh rapat antara DKM dan Nazhir
Desa.*’
Akad pengelolaan

Mengenai pengelolaan wakaf pertanian
tersebut, kedua narasumber Sy dan TN
mengemukakan secara terplisit akad pengelolaan
yang digunakan yakni akad sewa-menyewa. TN
Menambahkan :“Dan setiap tahun nadzir desa
menjual wakaf, bukan menjual tapi disewakan ya,
artinya disini menjual garapan itu kepada
masyarakat desa kluwut”. Sewa yang
dimaksudkan disini yakni sewa garapan, sesuai
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C.

penjelasan dari UD “Jadi wakaf itu nggak boleh
dijual-belikan secara fisik, tapi disewakan”.

Selanjutnya  untuk  Jangka  waktu
penyewaan dalam periode 1 tahun seperti yang
diungkapkan TN “Itu disewakan tiap tahun mas
menerima bayaran”. Kemudian dalam 1 tahun
penyewaan tersebut, didalam rapat lelang tersebut
ditentukan seberapa besaran harga sewa tanah
wakaf tersebut. Menurut TN “Ya itu sekitar 4juta
sampe 6juta, artinya tergantung letak sawah dan
kondisi sawah.”.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami
kondisi sawah dapat mempengaruhi harga sewa
wakaf tersebut. Kondisi sawah menurut TN “Kan
ada sawah daging, sawah daging itu artinya
pengairannya bagus itu sampe 6juta pertahun.
Tapi kalo yang jauh kedalam jauh dari aliran
plowen atau sungailah itu murah di situ yang
namany tanah bera itu paling sekitar 4juta
perbahu sewanya. Jadi antara 4juta sampe 6 juta
itu tergantung posisi lokasi tanah.”

Beberapa kondisi yang dijelaskan diatas
dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut:

1) Sawah daging, merupakan sawah dengan
pengairan yang bagus artinya dekat
dengan akses air,

2) Sawah Tadah hujan atau masyarakat
kluwut menyebutnya Tanah Bera, tanah
bera juga dapat disebut tanah yang jauh
dari aliran sungai.

Pembayaran Sewa Sawah Wakaf
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Setelah dua belah pihak sepakat
mengenai harga sewa yang ditetapkan, untuk
pembayaran mengacu pada kondisi sawah yang
akan disewakan yang sudah dijelaskan di atas.
Menurut UD “Bayarnya itu gak mesti, kalo
sawahnya bagus ya harus kontan, jadi begitu
lelang bayar, tapi sawahnya kalo kadang-kadang
ora panen, ya bayarnya mengko ngenteni panen.
Lah namanya percuma, lah itu aja kadang-
kadang beda kok. Lah lelang 4 juta barang panen
wetese bayarnya mung 4juta tok bisa terjadi.«**®
dari  keterangan tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa untuk pembayaran sewa lahan
wakaf dapat dibayarkan langsung setelah proses
lelang dan dibayar pada saat panen. Hal ini
mengacu pada:

1) Kondisi sawah daging (bagus) harus
dibayar kontan

2) Kondisi sawah tadah hujan (pengairan
sulit/ jauh dari sungai) bisa dibayarkan
pada saat panen.**°

Hasil

Setelah sudah tahap lelang selesai, hasil
dari pelelangan tersebut didata disimpan dalam
kas nazir'® hal ini tugas dari Bendahara Nazhir,

Wawancara dengan Bapak Ust. Dimyati sebagai ketua Takmir Masjid
Jami’ al-Munawarah
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sebagaimana yang dikatakan TN “dan tugas
bendahara menerima dan menyimpan dan
mengeluarkan uang. Artinya menerima dari hasil
lelang itu, menyimpannya di bank yang ditunjuk
kemudian mengeluarkan untuk kepentingan-
kepentingan yang tadi disampaikan™*

Adapun hasil dari pengelolaan tersebut digunakan
untuk :

1) Untuk membantu keagamaan didesa
Kluwut, seperti membantu pembangunan-
pembangunan musholah.

2) Untuk membantu bidang pendidikan islam,
seperti RA.

3) Untuk membantu kesejahteraan marbot dan
imam rowatib™®?

Selain penggunaan diatas penggunaan yang
lainnya diantaranya:
1) Pengurusan dan pemeliharaan aset wakaf
Menurut TN “Jadi untuk yang
dikeluarkan tadi untuk kepengurusan Akte
sampai Sertifikat itu dibiayai oleh nadzir.
Kedua pemeliharaan tanah, Pemeliharaan
disini tanda kutip pembuatan patok. Jadi
tanah-tanah sawah yang sudah diserahkan
ke wakaf maka wakaf akan membuatkan
patok untuk batas-batas”

> Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir
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Sy juga mengatakan  “Bahkan
Program kepengurusan kami sudah
membuat patok nanti habis ketiga (musim
kemarau). Ini habis rendeng (musim hujan)
akan kelapangan pasang-pasang patok.
Patok tersebut terbuat dari pipa paralon,
dicat dan dituliskan wakaf.”

Patok dapat diartikan sebagai tanda
atau batas tanag yang dibuat untuk
membatasi tanah milik,

2) Penggunaan: Anggaran rapat pengurus

Penggunaan selanjutnya yakni untuk
oprasional rapat pengurus nazhir, seperti
pada rapat lelang dan rapat tahunan, seperti
yang dikatakan TN ~ Terus untuk biaya
rapat-rapat yaitu tadi, kita satu tahun
sekali atau dua kali kan dibiayai oleh

anggaran itu’™>*

d. Syarat Pengajuan dana bantuan

Untuk mengajukan bantuan harus ada
syarat diantaranya proposal bantuan, hal ini
dikemukakan oleh TN “Terus ada lagi untuk
membantu pendidikan islam di didesa kluwut.
“terus mbangun kiye wakaf ana kas belih?
Kive nyong njaluk go kiye”, selama
panjenengan bisa mengajuka proposal minta
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bantuan, kita nda serta merta terus kita, kalo
dia buat laporan ya kita kasi 154

Sy pun menyampaikan demikian bahwa
untuk mengajukan dana bantuan syarat
utamanya membawa proposal, agar nanti bias
didiskusikan kepada pengurus nazhir maupun

Masjid Jami’ Al-munawarah.

4. Kendala di dalam Praktek Pengelolaan Wakaf

Pada pembahasan kali ini  peneliti

mendapatkan materi ini dari TN selaku Ketua
Nazhir Desa Kluwut, berikut kendala atau
problematika yang terjadi di lapangan:**®

1) Bayar separo

Keadaan ini terjadi ketika petani tidak
mampu membayar sewa, bisa karena berbagali
factor, Faktor yang sering terjadi dantaranya
Sulinya perairan, gagal panen dan lahan
pertaniannya terkena banjir. Atas kejadian
barusan langkah nazir desa berkonsultasi dengan
pengurus untuk menyampaikan kendalanya
dilapangan. Menurut TN “Walaupun disitu
pelelangan sepakat 6jt dan dia mampu 4juta ya
kita tarik 4juta”.
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2)

3)

4)

Tidak bisa membayar sewa

Hal ini teradi sama seperti poin di atas,
petani tidak bisa membayar sewa, ketika
petani atau penggarap sudah mencapai level
ini, langkah pengurus yakni memberikan
timdakan tegas berupa sangsi moral.
“panjenengan tahun depan jangan garap
dulu, nanti tak lelang barangkali ada yang
mau bayar penuh” kan kaya gitu.” Ungkap
TN
Bohong

Nazhir dalam menjalankan tugasnya
yak sepenuhnya mebgawasi , terkadang juga
ada penggarap yang sudah panen akan tetapi
tidak bisa bayar dengan dalih sawah yang
digarap tidak panen. Seperti yang dikatakan
TN berikut ini “Kadang kala dia mengatakan
“nyong ora panen, nyong ora bisa bayar
piben?” (“saya tidak panen, saya tidak bisa
bayar gimana?”). ini kan problem juga
dilematis, ya kita mengambil ketegasan “kalo
Nyenengan tidak sanggup bayar ya kami
tarik dan akan kami lelang kepada yang
lain”
Akurasi kepemilikan

Kendala ini terjadi ketika proses
penyerahan sertifikat hak milik dari wakif ke
nazhir. Menurut beliau kenala ini sering tejadi
karena minimnya pengetahuan orang awam

tentang proses akta jual beli, penyebabnya
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5)

menurut beliau “Ya mungkin karena masyarakat
awam dia habis jual beli, umpama punya sawah
dia beli terus dengan begitu saja menyerahkan,
menyerahkan kepada nadzir”

Sengketa lahan

Menurut beliau “Terus yang baru-baru
itu pak H.Ali sodikin juga menyerahkan dan
masih ada yang proses, dia sudah
menyerahkan, dia sudah igrar tapi tanahnya
masih bermasalah artinya masalah itu saling
mengkliam saling mengakui mengklaim dia
sudah beli tapi ada pengakuan,”
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BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF SAWAH PERTANIAN
(Studi Kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes)

A. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan oleh Nazhir
Desa Kluwut dalam Praktek Pengelolaan Wakaf

Produktif Sawah Pertanian di Desa Kluwut

Dalam konteks pembahasan wakaf di Desa Kluwut,
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, terdapat sejarah
pelaksanaan wakaf yang didasarkan pada paham Syafi'iyyah
dan adat kebiasaan setempat oleh masyarakat Muslim.
Sebelum adanya regulasi dari pemerintah tentang
perwakafan, perwakafan tanah umumnya dilakukan secara
lisan berdasarkan saling percaya dan keyakinan kepada
seseorang atau lembaga tertentu. Masyarakat Desa Kluwut
memandang wakaf sebagai amal shaleh yang memiliki nilai
mulia di hadapan Tuhan, dan proses administratif tidak
dianggap sebagai persyaratan mutlak. Pengaturan dan tata
cara perwakafan lebih banyak mengikuti pendapat dari
golongan Syafi'iyyah yang menjadi panduan berdasarkan
madzhab yang mereka anut.

Seiring perkembangan zaman, Pemerintah juga
berperan dalam mengatur tata cara perwakafan melalui

undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satu
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undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengatur tentang
wakaf di Indonesia. Walaupun regulasi tersebut sudah
diundangkan sejak lama, penerapanya di masyarakat belum
secara menyeluruh terutama pada masyarakat yang masih
awam mengenai hukum. Di Desa Kluwut juga mengalami
hal yang serupa. Oleh sebab itu, salah satu upaya pemerintah
Desa Kluwut sebagai pengimplemenasin UU Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf dan untuk mengamankan aset
tanah-tanah wakaf, maka dibentuklah Nazhir Desa Kluwut.

Dalam pengelolaan wakaf oleh Nazhir Desa Kluwut
yang berkerjasama dengan Pengurus Masjid Jami’ al-
Munawarah ada dua objek pengelola garapan yakni
penggarap dari masyarakat dan garapan khusus Takmir
masjid. Khusus untuk Takmir Masjid mendapat jatah khusus,
seperti Imam masjid Al-munawarah mendapat garapan
sawah 1bahu dan Marbot Masjid mendapat ¥ bahu garapan
sawah wakaf. Sedangkan masyarakat sekitar Desa Kluwut
yang hendak menggarap sawah tersebut harus melalu rapat
lelang wakaf setiap musimnya.

Dalam pengelolaan tanah wakaf pertanian tersebut,
lelang merupakan tahap awal sebelum tanah wakaf tersebut
beralih fungsi tanah wakaf produktif. Inisiatif agar tanah
wakaf tersebut berfungsi secara produktif maka diberlakukan
akad sewa-menyewa lahan pertanian. Menurut informasi
warga sekitar dan juga penuturan dari UD akad ini sudah
berlangsung kurun lama. Berikut yang menjadi dasar hukum

111



diberlakukannya akad sewa lahan dalam pengelolaan wakaf
produktif pertanian oleh Nazhir Desa Kluwut:

156

1. Wajib Disewakan Karena Menghasilkan

Menurut keterangan dari UD selaku ketua
DKM Masjid Jami’ al-Munawarah yang pernah
menjabat sebagai Ketua Nazhir, yang menjadi dasar
hukum mendasar wakaf sawah tersebut wajib
disewakan karena atas dasar menghasilkan."’
Ditinjau dari aspek menhasilkan atau fungsi
produktif, hal ini sesuai dengan fungsi wakaf pada
Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang  Wakaf, yakni “Wakaf  berfungsi
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk

memajukan kesejahteraan umum ”.**®

Mengikuti Perkembangan Zaman®

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan
wakaf di Desa Kluwut yang sebelumnya berdasarkan
paham Syafiiyyah dan kebiasaan adat, telah
mengalami adaptasi perubahan sesuai dengan
kebutuhan umat. Meskipun tetap berpegang pada
prinsip wakaf yang baik, namun nazhir Desa Kluwut
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menyadari perlunya menyesuaikan pelaksanaan
wakaf dengan kondisi zaman yang terus
berkembang.

Dalam hal ini, perwakafan di desa kluwut
sebelumnya mengadopsi sistem bagi hasil sebagai
cara untuk memanfaatkan tanah wakaf. Namun,
seiring berjalannya waktu, sistem ini mengalami
kendala yang menyebabkan kerugian bagi kedua
belah pihak. Beberapa kondisi yang mempengaruhi
perubahan sistem meliputi pemilihan bibit yang tidak
sesuai, biaya pupuk yang tinggi, serta biaya sewa alat
pembajakan sawah yang harus ditanggung sendiri
oleh pihak nazir. Akibatnya, hasil yang diperoleh
kurang dari modal yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, sebagai langkah adaptasi
dan mengikuti perkembangan zaman, perwakafan di
Desa Kluwut kemudian beralih ke sistem sewa lahan.
Dalam sistem ini, pihak penyewa bertanggung jawab
atas pemilihan bibit, pengelolaan lahan, dan biaya
produksi lainnya. Sementara itu, pihak nazhir tidak
lagi harus menghadapi resiko kerugian yang terjadi
akibat faktor-faktor diatas. Dengan adanya
perubahan ini, wakaf di desa kluwut dapat terus
berkontribusi bagi kesejahteraan umat, sambil tetap
menyesuaikan diri dengan perkembangan dan
kebutuhan zaman.
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B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap

Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah
Pertanian di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Nazhir Desa
Kluwut (UU No. 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf)

Membahas tentang hukum islam di indonesia tidak
jauh pula dengan undang-undang yang menjadi regulasi di
indonesia, Seperti halnya Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf yang menjadi sumber hukum islam
yang mengatur perwakafan di indonesia.

Secara praktek wakaf di desa Kluwut terutama yang
di kelola oleh Nazhir Desa Kluwut yang bertepatan di Masjid
Jami’ al-Munawarah sudah sesuai dengan hukum islam dan
regulasi yang mengikatnya. Namun dalam pengelolaannya
terdapat gab atau kesenjangan antara akad pengelolaannya
dengan regulasi yang mengikatnya. Penulis menemukan hal
yang tidak sesuai dengan regulasi tersebut. Hal tersebut
penulis temukan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan

dilarang:

a. dijadikan jaminan;
disita;
dihibahkan;
dijual;
diwariskan;
ditukar; atau

+~®oo00oT
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g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak
lainnya ”

Ketidak sesuaian/ gab yang penulis temukan pada
pasal 40 huruf g dengan pengelolaan wakaf sawah pertanian
mengarah pada akad pengelola yang digunakan yakni dalam
pengelolaannya Nazhir Desa Kluwut menggunakan akad
sewa-menyewa sedang hal ini tidak sesuai dengan pasal 40
huruf g tersebut bahwa wakaf dilarang dialihkan dalam
bentuk penangalihan hak liannya. Sehingga penulis
menemukan beberapa topik pembahasan diantaranya:

1. Gab Secara Definisi makna antara akad sewa dengan
pasal 40 huruf f undang-undang wakaf
Definisi sewa-menyewa atau Akad ijarah

dalam islam; menurut Fatawa Dewan Syariah
Nasional No.9/DSN/MUI/IV/2000. “ljarah adalah
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalu
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan barang itu sendiri, dengan demikian
dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan,
tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari
menyewakan kepada penyewa.

Sedangkan Secara definisi, menurut KBBI
kata dialihkan dan pengalihan berasal dari kata
“alin” yang semakna dengan pindah, ganti, dan

ubah'®®

139 https://kbbi.web.id/alih diakses oada 20/07/23
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Secara definisi tersebut mengandung arti
bahwa maksud dari pasal 40 huruf g yakni wakaf
dilarang /tidak boleh dipindahkan ke pihak lain atau
diubah status kepemilikannya melalui pengalihan
hak dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, harta
benda wakaf harus tetap berada di dalam entitas
wakaf dan digunakan sesuai dengan niat awal wakif
(pihak yang mewakafkan) untuk kepentingan yang
telah ditentukan, seperti amal, pendidikan, atau
kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari definisi tindakan pengalihan hak
dalam bentuk apapun, seperti mengalihkan
kepemilikan, hak guna, hak sewa, atau hak
pengelolaan kepada pihak lain, tidak diizinkan/
dilarang di dalam konteks harta benda wakaf.

Asas produktifitas dan perkembangan zaman dalam
akad sewa wakaf sawah pertanian.

Telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya,
terdapat gab atau kesenjangan yang terjadi dalam
pengelolaan wakaf oleh Nazhir Desa Kluwut yakni
antara akad sewa yang digunkan dengan UU No.41
Tahun 2004 pada Pasal 40 huruf f. Walaupun
demikian, hemat penulis Nazhir Desa kluwut tidak
bermaksud untuk melanggar regulasi tersebut.
Namun, perlu digaris bawabhi, terlepas dari minimnya
pemahaman masyarakat mengenai regulasi tersebut,
hal tersebut ittika baik dari masyarakat untuk
memajukan syiar islam terutama di bidang wakaf.
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Sewa wakaf pertanian dilakukan atas dasar
asas produktifitas dan mengikuti perkembangan
zaman merupakan dasar hukum yang menjadi dasar
diberlakukannya sewa lahan wakaf sawah pertanian.
hal tersebut senada dengan kaidah figh yang
berbunyi : “lae 3 1355 Akl ga 53% &4 hukum itu
akan berputar mengikuti ilatnya” alasan perilaku itu.
Penerapannya berubahnya khomr menjadi cuka
dengan sendirinya.

Kaidah ini merupakan prinsip penting dalam
hukum Islam yang mengandung makna bahwa
hukum suatu perbuatan atau situasi akan berubah
sesuai dengan adanya perubahan dalam kondisi atau
penyebab di balik perbuatan tersebut. Artinya, jika
penyebab atau ilat suatu hukum berubah, maka
hukumnya pun akan berubah atau berputar mengikuti
perubahan tersebut.

Contoh yang sering dikutip  untuk
menjelaskan kaidah ini adalah mengenai hukum
minum khamar (minuman keras) dalam Islam. Pada
awalnya, minuman keras dilarang keras karena
dampak buruknya bagi kesehatan dan perilaku
individu. Namun, jika ada situasi darurat atau medis
di mana minuman keras diperlukan untuk
menyelamatkan nyawa seseorang, maka hukumnya
bisa berubah menjadi diizinkan dalam kondisi-
kondisi tertentu.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa
Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan
uraian beberapa bab diatas, maka penulis memberikan
kesimpulan:

1. Secara administrasi perwakafan, perwakafan desa
kluwut dikelola oleh Nazir Desa Kluwut. Untuk
mencapai kebermanfatan secara produktif Nazhir Desa
Kluwut dibantu oleh Pengurus Masjid Jami’ Al-
Munawarah sebagai Mitra dalam mengelola tanah
wakaf secara produktif. Pengelolaanya berupa tanah
sawah pertanian. Tanah tersebut dikelola secara
produktif dengan alur pengelolaan: sebelum dikelola
atau digarap. Tanah tersebut dilelang dahulu.lelang yang
dimaksud yakni masa penawaran sawah pertanian
sebelum digarap oleh penyewa tanah. Didalam lelang
tersebut menggunakan akad sewa, kemudian hasil
pelelangan tersebut disimpan di kas Nazhir desa.
Penggunaanya secara umum untuk mensejahterakan
masyarakat dibidang keagamaan.

2. Ditinjau dari UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
praktik pengelolan wakaf produktif sawah pertanian
yang dilakukan oeh Nazhir Desa yang berkerjasama
dengan masjid jami’ al-munawarah di Desa Kluwut
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes secara
administrasi  berjalan dengan baik. Namun dalam
pengelolaannya menggunakan akad sewa lahan
pertanian hal ini tidak sesuai dengan pasal 40 huruf f
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yakni harta benda wakaf yang sudah diwakafkan
dilarang untuk dialihkan dalam bentuk pengalihan
lainnya. Ketidak sesuaian tersebut wajar terjadi lantaran
minimnya pemahaman masyarakat tetang regulasi
tersebut.

3. Namun, perlu digaris bawahi, terlepas dari minimnya
pemahaman masyarakat mengenai regulasi tersebut, hal
tersebut ittika baik dari masyarakat untuk memajukan
syiar islam terutama di bidang wakaf. Sewa wakaf
pertanian dilakukan atas dasar asas produktifitas dan
mengikuti perkembangan zaman merupakan dasar
hukum yang menjadi dasar diberlakukannya sewa lahan
wakaf sawah pertanian

B. Saran

Sesuai dengan harapan penelitian ini agar dapat
memberikan kebermanfaatan, setelah mencermati dan
menemukan fakta yang terjadi di lapangan maka peneliti
dapat memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pengurus Nazhir Desa Kluwut, hendaknya
mengkonsultasikan masalah pengelolaan wakaf
produktif sawah pertanian ini dengan pejabat
terkait seperti KUA untuk mengklarifikasi apakah
pengelolaan wakaf terebut masih sesuai atau tidak
dengan regulasi yang ada.

2. Penulis mengapresiasi ittikad baik pengelelolaan
wakaf  tersebut karena demi  meajukaan
keseaahteraan berasama.
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C. Penutup

Dengan mengucap syukur segala puja dan puji
bagi Allah tuhan semesta alam penulis panjatkan atas
segala karuniaNya berupa nikmat sehat dan nikmat
beriman dengan mengikuti firmanNya. Shalawat dan
Salam penulis tak lupa haturkan atas haribaan junjungan
kita Nabi Muhammad.Saw semoga penulis dan pembaca
mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Tak lupa pula
penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas
pihak yang telah membantu dan mendukung penuh saat
berlangsungnya penelitian ini. Harapan dari penulis
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya bagi para pembaca.
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( Struktur Organisasi Pengurus Masjid Jami’al munawarah )

130



( Surat Pengesahan Nazhir : 08/KP/05/2018)

131



(' Sususnan Pengurus Wakaf Nazhir Desa 2018-2013)

132
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(Data Tanah Wakaf di Desa KLuwut)
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(Gondem, sejenis tanaman pertanian di musim kemarau)
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(Sawah yang ditanami padi)

(tanaman Jagung)
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B. Olah data

Mapping Hasil Penelitian :

PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF NADZIR DESA KLUWUT (MASJID JAMI' AL-MUNAWWARAH)

P"’:’:::;hn I Fungsi Nadzir |
Pengelolaan wakif K Letak sawah:
oleh Nadzir Desa wakaf | [ - Dekat sungai e
Kluwut | | - jauh dari sungai
| tra Wakaf I Struktur
K
Kondisi sawah:
| Pengelolaan - SawahDaging <
Wakat -Tanah Bera/
Sawah tadah Hujan
1
] [ |
Syarat : I Alur Pengelolaan
Mewakafkan Oljek
tanah

| Dasar Hukum

Pengelola/Pengg
arap sawah:
- Masyarakat
- Marbot dan
imam masid

Promblematika
pengelolaan
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C. PEDOMAN WAWANCARA
a. Pra-Riset Kelurahan

1.
2.
3.

No v ok

Bagaimana letak geografis Desa Kluwut?
Bagaimana keadan tanah di Desa Kluwut?

Apa Keyakinan/agama/kepercayaan warga di Desa
Kluwut?

Bagaimana kondisi ekonomi di Desa Kluwut?
Profesi apa yang menjadi mayoritas di desa kluwut?
Bagaimana populasi penduduk di desa Kluwut?
Bagaimana keadaan pendidikan di desa Kluwut?

b. Pedoman wawancara:

1.

O N Ok wd

9.

Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Jami’ Al-
Munawarah?

Siapa yang mengelola tanah wakaf teresbut ?
Akad apa yang digunakan?

Apakah tanah tersebut berbentuk sawah?

Jika sawah, tanaman apa yang ditanam?
Bibitnya berasal darimana?

Berapa hektar sawah yang dikelola?

Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan buat
apa?

Apakah tanah tersebut sudah disertifikasi?

10. Problematika apa yang terjadi di lapangan?
c. Daftar pertanyaan di lapangan :
e Pak Teguh Nuryanto:

1. Bagaimana Pengelolaan wakaf di Masjid Jami’
Al-Munawarah?
2. ltu biasanya tanah disewakan berapa jangka

waktunya pak? (kondisional)
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Berarti dalam hal ini yang mengelola
masyarakat tanah wakafnya pak?

Disini tanah wakafnya berupa sawah ya pak?
Biasanya tanaman apa yang ditanam pak?
Dalam hal ini, dalam penanaman bibitnya itu
dari nadzir sendiri atau dari petaninya pak?
Berarti khusus buat marbot sendiri itu ada ya
pak?

Terus itu jika sudah melewati 1 tahun
penyewaan wakaf, jika sudah tidak digarap lagi
itu penawarannya gimana pak ke warganya?
Biasanya perbahu dihargai berapa pak sewanya?
Berapa hektar luas tanah pertanian yang
diwakafkan pak?

Berarti ini semunya sudah disertifikasi pak?
Berarti ada 2 kepengurusan ya pak?

Itu beda masjid atau gimana pak kok ada yang
lain?

Berarti Nadzir ini menerima wakaf-wakaf dari
semua masjid pak?

Itu dalam 10 bahu yang dikelola ada berapa
wakif pak?

Selain Al-Munawarah kan ada masjid Baitul
mu’minin, apakah secara administrasi masuk
Nadzir desa juga?

Berarti itu salah satu permasalahan dari
perwakafan

Selain itu ada yang lain nda pak
permasalahannya?
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19.

20.

21.

22.
23.
24,
25.
26.
217.

28.

Ini kan yang mengurus wakaf ada Nadzir Desa
kalo Masjid Al-Munawarah sebagai apa?

Itu Nadzir desa ada yayasannya atau berupa
yayasan pak?

Jadi, Nadzir Desa ini bertanggung jawab kepada
KUA ya pak?

Tempat kumpulnya dimasjid sini pak?

Pak kalo disini ada berapa masjid pak?

Yang buat jum’atan itu?

Per-RT ada musholahnya berarti pak?

Tapi masjid jami’nya cuma 2?

Niki Nadzir Desa dalam naungan pemerintah
desa npo mboten?

berarti untuk data-data siapa yang mewakafkan,

mengenai dimana letak-letaknya itu di pak lebe
n

e Pak A. Syaroni Efendi (Pak Lebe)

1.

Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Jami’
Al-Munawarah?
Boleh dicerikatakan pak sejarah terbentuknya
nadzir desa itu bagaimana?
Pak ini kan musim pandemi ya pak, adakah
peran nazhir dalam hal ini?
Seperti bantuan-bantuan sosial misalnya?
Berarti bantuannya yang disalurkan dalam
sektor bidang keislam seperti yayasan islam
misalnya?
Disini tanah yang diwakafkan berupa apa ya
pak ?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Kalau yang mengurusi sawah itu siapa pak?
Penggarap itu siapa pak, Apakah selain imam
dan marbot boleh menggarap?

Untuk sawah terdekat disini dimana pak?
Berarti lokasi sawah yang diwakafkan tidak
semuanya di dalam kluwut ya pak?

Ketika mengelola, adakah permasalahan atau
kendala yang terjadi di lapangan pak ?
Bagaimana alurnya pak, semisal ada orang yang
mau mewakafkan tanahnya?

Kasus tersebut apakah sampai ke jalur hukum
pak?

Jadi, untuk pengelolaannya sudah diterima dari
imam kemudian diserahkan ke nazhir?
Bagaimana semisal kalau sekedar mewakafkan
saja,ini wakaf untuk desa Kluwut, itu boleh?
Bagaimana kepengurusan Nazhir desa?
Apakah setiap masjid ada badan pengelolaan
wakaf itu sendiri pak?

Berarti kalo bapak khusus masjid Al-
Munawaroh?

Nazhir dalam mengelola, mengadministrasi
wakaf di desa kluwut apakah mendapatkan
insentif/bisyarah?

Semisal dari yayasan, TK/Ra ngajuin dana,
bagaiman alurnya pak?

Untuk marbot masjid jami' Al-Munawaroh tadi
sudah disinggung mendapat insentif dari nazhir,
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apakah masjid yang lain juga ikut mendapatkan
insentif juga?

22. Berarti hanya khusus masjid jami' al-
Munawaroh itu sendiri pak?

23. Masjidnya itu disini ada berapa pak?

24. Apakah setiap masjid tersebut mempunyai
nadzir?

25. Karena markasnya(nazir desa) di jami' al
Munawaroh ya pak?

26. dalam hal ini Nazir Desa bertangung jawab
penuh kepada kepala desa ya pak?

e Pak Amrin Muakhor

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Nadzir Desa
Kluwut?

2. Oh gitu ya pak, setelah jadi Nazhir kemudian
Masjid Al-munawarah itu statusmya bagaimana
pak?

3. Oh ya pak, untuk mewakafkan tanah wakaf itu
bagaimana ya pak alurnya?

e Ust. Dimyati

1. Bagaimana pengelolaan wakaf didesa kluwut niku
pripun pak?

2. Untuk alur pewakafannya itu bagaimana dari nazhir
ke masjid?

3. Untuk Kepengurusan nazhir itu apakah orangnya
dari Masjid al-Munawarah semua?

4. Kalo Luar masjid boleh nda pak?
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5. Nazirnya kan namanya Nazhir Desa Kluwut nggh
pak? Diambilnya dalam lingkup al-Munawarah
sedangkan Desa kluwut kan luas pak.

6. Berarti nggak satu ya pak yang mengurusi desa?

7. ltu tahun berapa pak?(awal mula berdiri nazhir desa)

8. Kalo orang mau menggarap tanah sawah itu gimana
sistimnyapak?

9. Lelang yang dimaksud gimana pak?

10. Bayarnya itu pas lelang apa ..

11. Berarti bayarnya bisa di depan bisa di belakang ya
pak?

12. Untuk kriteria sawah yang bagus dan tidak bagus
gimana pak?

13. Itu kan tadi sistemnya disewakan ya pak kalo orang
yang mau mewakafkan, itu dasar hukumnya apa
nggh pak?

14. Jadi dalam pengelolaan wakaf ada kendalanya nggak
pak?

15. niki ingkang terakhir pendapanya jenengan tentang
wakaf di Desa Kluwut pripun

16. Kadang enten sing goroh pak?

17. Tapi kan ini padahal kan mpun pas lelange 4jt niku
tetep pak?

D. Transkip Wawancara
Transkip bisa lihat di link berikut ini:
https://docs.google.com/document/d/1iMuP-
160KB63VpxW04951ulgsv78kIZV/edit?usp=drive link&oui
d=104243893757819556279&rtpof=true&sd=true
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